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FATA PENCANTAD E

Laporan tahunan adalah salah satu bentuk implementasi terhadap keterbukaan
informasi dan akuntabilitas publik. Dengan kerja nyata yang ditampilkan dalam laporan
tahun 2016 ini, diharapkan dapat menjawab berbagai kritikan masyarakat terhadap kinerja
pengadilan sebagai __Ia!ﬁbag_a penegak hukum,

Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mempersiapkan infrastruktur yang memadai
dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cakap, handal dan berintegritas dalam
lembaga sebesar dan sekompleks Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang saat ini
mengorganisir 19 (sembilan belas) Pengadilan Negeri se-Propinsi Aceh, yang meliputi
pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan dan Sumber Daya Manusia.

Eaﬁe:at kerja keras, Laporan Tahunan ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu
saya menyampaiken ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh jajaran Pengadilan Tin_ggiﬁﬁpikar Banda Aceh dan Pengaﬂitan Negeri se
Wilayah Hukum Pengadilan TinggifTipiknr"Eﬂh&a Aceh, mulai dari tingkat pi'mpinan hingga
tingkat pelaksana. | 2 |

Akhir kata, semoga hasil kerja keras seiama tahun 2016 yang tertuang dalam
Laporan Tahunan ini dapat memberikan manfaat dan informasi yang berguna akan
gambaran dan kinerja warga Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Pengadilan
Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

HPORAN TAHUNARN PENGADIIAN TINGGI BANDA ACEH 2010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR L. e e e

DAFTAR ISI......

BAB | A, PENDAHULUAN ...ttt et s e e e e e e eeeennnnes

BAB Il B. STRUKTUR ORGANISASI ... e e
C. Standar Operasional Prosedur (SOP) ..........ceeeiiiiiiiiiiiiieiiee e

Eselon Il

Eselon 111
Eselon IV
Staf

Fungsional

D. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) .........cccccoeeiiiiiiiiiiiii e,

Eselon Il

Eselon 11l
Eselon IV
Staf

Fungsional

BAB Il PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ..o s

A. Sumber Daya ManUSIA ..........oooeeiiiiiiiiiii e e

LI L R S

Mutasi
Promosi

Pensiun

Keadaan Perkara ...
Pengelolaan Sarana dan Prasarana ...................eeeeeeeeeeeeeiiiiiinnnmmnmneeeeen.
Pengelolaan KeUaNGan ................eeeeeiiiieieieieiiiiiiiiiiiensieeesieeeeeeeees saeinenie
Dukungan Tehnologi INfOrM@Si..........cuueeiiiieiiiiiiiie et
Regulasi Tahun 2016 w..sx... ... i orelangdlln e g gt 58 g

BAB IV PENGAWASAN s 5o e e i et e e S i ol g R
A. Pengawasan INterNal ............cooooviiiiiiiiiiiis s iiiie e esase s vaiee e eeeeeaeeennes

B. Evaluasi

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ....oiiiiiii i e
A, KESIMPUIAN ... e e e e e e e aaaan
B. REKOMENUASI ... ccvniiiiie et e e e

LAMPIRAN .......

IAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH 20106

28

28

33
42
49
52
54

58
58

65

68
68
69

70

ii



Halaman |1

Konstitusi menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah
Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum
(termasuk Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Pengadilan-Pengadilan Negeri yang berada
dalam wilayah hukumnya, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Tugas Pokok
Kekuasaan Kehakiman adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara
Hukum Republik Indonesia.

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Pengadilan-Pengadilan Negeri dalam
jajarannya sebagai salah satu unit pelaksana kekuasaan kehakiman melaksanakan tugas
pokoknya secara kongkrit adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara
yang diajukan kepadanya. Disamping itu Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Pengadilan-
Pengadilan Negeri dalam jajarannya juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar tugas pokok dan tugas-tugas lainnya tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya,
maka yang paling penting untuk dipegang teguh dan diperhatikan adalah terlaksananya asas-asas
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Pengadillan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan segenap
jajarannya tersebut, yaitu : Independency, Integrity, Aquntability, Responsibility, Transparancy,
Imparcialy dan Equality before the law. Pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman tersebut
harus juga didukung oleh:

* Manajemen dan administrasi perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

» Struktur dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;

* Pengelolaandan pembinaan sumber daya manusia yang mengarah kepada
terciptanya aparatur yang bersih, berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan
publik yang prima;

» Pengelolaan anggaran yang secara efektif dan efisien mendukung tugas-tugas dimaksud,;

» Pengelolaan sarana dan prasarana yang menimbulkan suasana kerja yang aman, nyaman dan
kondusif;

» Pengembangan sistem teknologi informasi yang menjamin transparansi, akuntabilitas dan
kredibilitas;

e Sistem pengawasan yang efektif terhadap perilaku aparatur, administrasi dan keuangan

Pengadillan Tinggi/Tipikor Banda Aceh secara administratif membawahi 19 (sembilan belas)

IAPORAN TAHUNAN 20106 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH



Halaman |2

pengadilan tingkat pertama, dimana saat ini telah dalam proses pengembangan situs resmi

dari masing masing satuan kerja yang dapat diakses yaitu :

Pengadilan Negeri Banda Aceh
Pengadilan Negeri Sigli
Pengadilan Negeri Bireuen
Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Pengadilan Negeri Lhoksukon
Pengadilan Neger Idi
Pengadilan Negeri Langsa
Pengadilan Negeri Kualasimpang
Pengadilan Negeri Kutacane
Pengadilan Negeri Blangkejeren
Pengadilan Negeri Singkil
Pengadilan Negeri Sinabang
Pengadilan Negeri Calang
Pengadilan Negeri Meulaboh
Pengadilan Negeri Tapaktuan
Pengadilan Negeri Sabang
Pengadilan Negeri Takengon

Pengadilan Negeri Jantho

YV V.V YV V V V V VYV V V V V VYV V V V V V

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

- www.pn-bandaaceh.go.id

: www.pn-sigli.go.id

: www.pn-bireueun.go.id

: www.pn-lhokseumawe.go.id
: www.pn-lhoksukon.go.id

: www.pn-idi.go.id

: www.pn-langsa.go.id

: www.pn-kualasimpang.go.id
: www.pn-kutacane.go.id

: www.pn-blangkejeren.go.id
: www.pn-singkil.go.id

: Www.pn-sinabang.go.id

: www.pn-calang.go.id

: www.pn-meulaboh.go.id

: www.pn-tapaktuan.go.id

: Www.pn-sinabang.go.id

: www.pn-takengon.go.id

: Www.pn-jantho.go.id

: www.pn-simpangtigaredelong.go.id

IAPORAN TAHUNAN 20106 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH



Halaman |3

VISI dan MISI
ViSI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk

mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh.

Visi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah

sebagai berikut :

‘MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG
PADA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH”

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar

tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadillan Tinggi/Tipikor Banda Aceh adalah sebagai berikut :

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

n

Meningkatkan kualitas Sumber Manusia ( Human Resourses Development ) yang dapat
meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efesien.

Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai
dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan

Tinggi/Tipikor Banda Aceh.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi/Tipikor -Banda Aceh adalah sebagai
berikut :

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri di bawahnya

memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

IAPORAN TAHUNAN 20106 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
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Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadillan Tinggi/Tipikor Banda Aceh adalah sebagai
berikut :

Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Meningkatnya kualitas pengawasan.

N o g bk~ w NP

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

IAPORAN TAHUNAN 20106 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam

mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan

sebagai berikut :

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Memenubhi 1. Peningkatan a. Persentase sisa perkara yang
Kebutuhan dan Penyelesaian diselesaikan Pidana, Perdata dan

Tipikor
Kepuasay fekala . Persentase Perkara Yang
Masyarakat Diselesaikan Pidana, Perdata dan
Pencari Tipikor
: . Persentase Perkara Yang
Keadilan ) )
Diselesaikan dalam Jangka Waktu
Maksimal 3 Bulan
2. Peningkatan Persentase Perkara Yang Tidak
Akseptabilitas Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Putusan Hakim dan Peninjauan Kembali
3. Peningkatan Persentase Berkas yang diajukan
Efektifitas Banding yang disampaikan secara
ol lengkap
Rengeloia Persentase Berkas Yang Diregister
Penychmssag Yang Siap Didistribusikan Ke Majelis
Perkara :
Hakim
. Ratio Majelis Hakim Terhadap
Perkara

2 Keterjangkauan | 4. Peningkatan . Persentase Perkara Prodeo Yang
Pelayanan Aksesibilitas Diselesaikan
Badan Masyarakat . Persentase Proses Penyelesaian
Peradilan Terhadap Peradilan Perkara Yang Dipublikasikan

(Access To Justice )

3 Meningkatnya Meningkatnya Persentase Permohonan eksekusi
Kepastian Kepatuhan atas putusan Perkara perdata yang
Hukum Terhadap Putusan berkekuatan hukum tetap yang

Pengadilan ditindaklanjuti.
Meningkatnya . Persentase Pengaduan Masyarakat
Kualitas Yang Ditindaklanjuti.

IAPORAN TAHUNAN 20106 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
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Pengawasan b. Persentase Temuan Hasil
Pemeriksaan Internal/Eksternal
Yang Ditindaklanjuti.

7. Peningkatan a. Persentase Pegawai Yang Lulus
Kualitas  Sumber Diklat Teknis Non Yudisial.
Daya Manusia b. Persentase Pegawai Yang Lulus

Diklat Non Yudisial.

c. Persentase Pejabat Yang Lulus Fit

and Proper Test Dalam Rangka

Promosi Jabatan.

IAPORAN TAHUNAN 20106 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
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PROGRAM DAN KEGIATAN

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan

Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a.

C.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai
sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan
aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam pelaksanaan Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
3. Penyelesaian Perkara Perdata, Pidana dan Tipikor paling lama 3(tiga) bulan.
4. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu
5. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

dibuat untuk mencapai sasaran strategis tercapainya pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara berkualitas.
2. Menindaklanjuti temuan internal dan eksternal secara berkualitas.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagian Teknis (Yudisial)
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagian Sekretariat
(Non Yudisial)
5. Meningkatkan Kesempatan Fit and Proper Test Dalam Rangka Promosi
Jabatan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadillan Tinggi/Tipikor Banda

Aceh bertujuan untuk mencapai sasaran strategis :

- Proses Peradilan Yang Terpublikasi dan Dapat Diakses Secara Berkualitas kepada

Masyarakat .

IAPORAN TAHUNAN 20106 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
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ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan

Tinggi/Tipikor Banda Aceh menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja.
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara
yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh
kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian
perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan

kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja

yaitu :

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan
kompetensi

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya
proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi

yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2.  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan

kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

IAPORAN TAHUNAN 20106 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
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DBAB 1

STRUKTUR ORCANISASI

B. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR BANDA ACEH

KETUA

PANITERA i SEKRETARIS i
S S -
PERENCANAAN DAN LUIMUM DAN KEUANGAN
KEPEGAWIALAN :

SUB BAGLAN

| PANITERA MUDA | o i
HUKUM RAM KEPEGAWAIAN AN

C. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah menyusun Standar Operational Procedures (SOP)
yang telah dibuat dalam sebuah Buku yang berjudul Standar Operational Procedures (SOP)
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang merupakan rumusan yang telah disepakati bersama
(data terlampir).

D. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2016 Pejabat Struktural (Kepaniteraan dan
Kesekretariatan), Fungsional dan Staf pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, dapat
diuraikan sebagai berikut :

IAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
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a) Eselonll

1.Panitera

No. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

1 | Melaksanakan konsultasi ke MA

2 | Melaksanakan pembinaan pegawai bersama-sama dengan pimpinan

3 | Membuat berita acara dan minutasi perkara

4 | Menadatangani turunan putusan

5 | Menandatangani Berita Acara Penyumpahan Advokat / Pengacara

6 | Menandatangani laporan bulanan, 4 bulan, 6 bulan dan tahunan

7 | Menerima, mendisposisi dan menandatangani surat-surat

8 | Mengelola keuangan perkara

9 | Menyusun dan membuat program rencana kerja tahunan

10 | Penetapan penunjukan Panitera pengganti

2.Sekretaris

No. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

1 | Melaksanakan konsultasi ke MA

2 | Melaksanakan pembinaan pegawai bersama-sama dengan pimpinan

3 | Melaksanakan sidang Baperjakat

4 | Memonitor Kegiatan Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan serta
Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

IAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
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5 | Menerima, Mendisposisi dan Mendistribusikan Surat Masuk

6 | Mengawasi Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Bagian Kesekretariatan

7 | Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) bersama team

8 | Menyusun RKA-KL bersama team tingkat satker

9 | Rapat dengan Para Kepala Bagian, Kasub. Bagian dan staf

b) Eselon lli
1.Wakil Panitera

No. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

1 | Membuat Rencana Kerja dan Rencana Strategis Wakil Panitera

2 | Memeriksa Laporan Perkara Bulanan, Triwulan dan Tahunan

3 Menandatangani Surat Pengantar pengiriman Berkas dan Register
Perkara

4 Mendisposisi surat-surat masuk yang bersifat teknis sesuai dengan sifat
surat

5 Mengoreksi dan Menandatangani Salinan Penetapan Perpanjangan
Tahanan

6 Mengoreksi Konsep Surat yang dibuat oleh Panitera Muda sesuai dengan
Disposisi Pimpinan

7 Mengoreksi Salinan Putusan Pidana dan Perdata sebelum dikirim ke
Pengadilan Negeri Pengaju

8 Menyiapkan Penetapan Hari Sidang, Berita Acara Sidang dan
Menyelesaikan Minutasi Perkara

IAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
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2. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

No. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

1 | Melaksanakan sidang Baperjakat

2 | Memeriksa dan memaraf surat-surat keluar

3 | Menerima, memeriksa dan mendisposisi surat-surat masuk

4 | Menyusun LKJIP bersama team

Menyusun Pelaksanaan, Analisa dan Review Standard Oprating
Procedure (SOP)

6 | Menyusun Rencana Kerja

7 | Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) bersama team

8 | Menyusun RKA-KL bersama team tingkat satker

9 | Menyusun RKA-KL bersama team tingkat wilayah

10 | Rapat dengan kasubbag dan staf

11 | Mengkoordinir Kenaikan Pangkat, Usulan PNS, Mutasi dan Pensiun

12 | Mengkoordinir Pembuatan SIKEP

IAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
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3.Kepala Bagian Umum dan Keuangan

No. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

1 Melaksanakan Evaluasi Tugas/Kegiatan Kasub. Bag. Keuangan dan
Pelaporan, Kasub. Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga

2 Melaksanakan Kegiatan Keuangan dan Pelaporan, Ketatausahaan dan
Rumah Tangga

3 Melaporkan Pelaksanaan Tugas Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan,
Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

4 Memonitor Kegiatan Kasub. Bag. Keuangan dan Pelaporan, kasub. Bag.
Tata Usaha dan Rumah Tangga

5 Mendistribusikan tugas kepada Kasub. Bag. Keuangan dan Pelaporan,
Tata Usaha dan Rumah Tangga

6 Mengawasi Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Kasub. Bag. Keuangan dan
Pelaporan, Kasub. Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga
Menyusun Rencana Kegiatan Bagian Keuangan dan Pelaporan, Bagian

7
Tata Usaha dan Rumah Tangga

IAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
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c) Eselon IV

1.Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

No. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

1 | Melaksanakan Tugas - tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung

2 | Memantau pelaksanaan hasil kinerja dan pagu indikatif secara periodic

3 | Memeriksa dan memaraf surat-surat keluar

Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing — masing

5 | Menerima, memeriksa dan mendisposisi Surat - surat masuk

Mengevaluasi pelaksanaan operasional kegiatan di lingkungan Sub.
Bagian Rencana Program dan Anggaran

7 | Mengidentifikasi temuan hasil analisa anggaran pengadilan

Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Sub. bagian Rencana program
dan Anggaran sesuai dengan yang diarahkan dari pimpinan

Merencanakan kegiatan Sub. bagian Rencana Program dan Anggaran,
merencanakan Program, Kegiatan pembakuan Kinerja
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2.Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

No. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

Membuat Usul Kenaikan Pangkat, Pensiun, PNS serta Penyesuaian ljazah
Pegawai Non Teknis.

Mengisi/Memperbaharui Data dan Usulan Pangkat Aplikasi SAPK
Kepegawaian.

3 | Mengkoordinir dan Pengelolaan Teknologi Informasi.

Menerima, Mendisposisi dan Mendistribusikan Surat Masuk Bidang

4 3
Kepegawaian

5 Membuat Persiapan Pelantikan Hakim, Ketua Pengadilan Negeri dan
Pejabat Struktural.

6 Mengonsep dan Membalas Surat-Surat Yang Masuk Ke Sub Bagian
Kepegawaian.

7 Melakukan  Fungsi Ketatalaksanaan Di Bidang Perencanaan,

Pengawasan, Pengadaan, Pemutasian dan Pembinaan Pegawai.
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3.Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

No. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

Melakukan evaluasi dan perilaku atas hasil pelaksanaan tugas yang
menjadi tanggung jawab masing-masing staf keuangan

Melakukan koordinasi dengan pimpinan dan menterjemahkan seluruh
2 | kebijakan/ keputusan dari pimpinan mengenai pengelolaan administrasi
keuangan

Membina dan memberikan pengarahan dan pelaksanaan tugas kepada

3 para staf keuangan

4 Memeriksa,menganalisa dan melakukan pengujian atas kebenaran
seluruh dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

5 Memeriksa,menganalisa dan memverifikasi Laporan

pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja

Memeriksa,menganalisa,memverifikasi  seluruh laporan keuangan
6 | bulanan,triwulan,semesteran dan tahunan serta Catatan Laporan
keuangan

Memeriksa,menganalisa,meverifikasi seluruh dokumen perencanaan
anggaran,pengeluaran anggaran maupun revisi anggaran

Meneliti dan menindaklanjuti LHP(Laporan Hasil Pemeriksaan) keuangan
dan Badan Pengawas

9 | Menerbitkan dan Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar)

Mengelola,mengendalikan dan Bertanggungjawab secara menyeluruh

10 semua aktifitas yang berlangsung di sub bagian keuangan

Mengoreksi dan menandatangani / memberikan paraf persetujuan surat

11 surat sub bagian keuangan

Monitoring dan mengevaluasi penyerapan anggaran secara periodik
12 | (bulanan)
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4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tata Laksana

No. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

Melaksanakan pengawasan pemeliharaan keindahan/kebersihan gedung
kantor dan perawatan/perbaikan peralatan kantor

Melaksanakan pengawasan pengamanan kantor serta melakukan
koordinasi urusan keprotokolan dan hubungan masyarakat

Memberikan petunjuk pelaksanaan dan pembagian tugas kepada staf
sub. bagian tata usaha dan rumah tangga

Mengatur Pelaksanaan urusan rumah tangga, pengadaan, pengelolaan,
4 | pemeliharaan, penghapusan, dan inventarisasi barang serta
perlengkapan kantor

Mengkoordinasikan dan mengawasi proses administrasi Surat menyurat
serta penyimpanan arsip/dokumen

Menyiapkan serta menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
6 | sub. bagian tata usaha dan rumah tangga kepada pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi
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d) Panitera Muda (Panmud)
1.Panitera Muda Pidana

No. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

1 | Membuat Konsep Surat

Memeriksa surat permintaan perpanjangan penahanan dan laporan

2 banding

3 Menerima dan mengoreksi berkas perkara minutasi dari Panitera
Pengganti

4 Menerima, mengoreksi, dan meng input ke SIPP berkas perkara masuk

dari Pengadilan Negeri Pengaju Banding

5 | Menerima semua surat yang masuk di Kepaniteraan Pidana

6 | Penanggung jawab dan mengkoordinir Tugas di Kepaniteraan Pidana

Bertanggung jawab dan mengkordinir tugas-tugas di kepaniteraan
Pidana

2.Panitera Muda Perdata

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

b
=

Memasukkan Data CTS ( SIPP)

Membuat berita acara siding

Membuat penetapan Sidang

Menerima berkas perkara

Menerima berkas perkara yang masuk

Mengetik Putusan

Mengisi register perkara Perdata

Menyerahkan berkas perkara ke Ketua PT utk menunjuk Majelis Hakim

© | 0| N | 0| WIN|PF

Minutasi berkas perkara

Bertanggung jawab dan mengkordinir tugas-tugas di kepaniteraan
Perdata

=
o
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3.Panitera Muda Hukum

No. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

Melayani Permintaan Informasi

Memeriksa Berkas Permohonan Penyumpahan Advokat/Pengacara yang
2 | akan disumpah

Mengelola Arsip Perkara yang sudah diminutasi

Mengonsep, Mengetik, Mengoreksi dan Memaraf surat balasan ke
4 | instansi lain

Mengoreksi dan Memaraf Laporan Bulanan Perkara Perdata Pengadilan
5 | Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Mengoreksi dan Memaraf Laporan Bulanan Perkara Perdata Pengadilan
6 | Tinggi Banda Aceh

Mengoreksi dan Memaraf Laporan Bulanan Perkara Pidana Anak
7 | Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Mengoreksi dan Memaraf Laporan Bulanan Perkara Pidana Biasa
8 | Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Mengoreksi dan Memaraf Laporan Bulanan Perkara Pidana Korupsi
9 | Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Mengoreksi dan Memaraf Laporan Bulanan Perkara Pidana Pengadilan
10 | Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Mengoreksi Data yang telah dihimpun dan disajikan dalam bentuk tabel
11 | atas permintaan Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Mengoreksi Surat Keterangan Berita Acara Sumpah Advokat/Pengacara
12 | yang sudah hilang

Menyiapkan Penetapan Hari Sidang, Berita Acara Sidang dan
13 | Menyelesaikan Minutasi Perkara Pidana

Menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan
Mengkompilasi Laporan Tahunan Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum

14 Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Sekretaris Tim Pemeriksaan Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Banda

15 | Aceh
16 Bertanggung jawab dan mengkordinir tugas-tugas di kepaniteraan
Hukum
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4.Panitera Muda Khusus (Tipikor)

No. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

Melakukan Ceklis data kelengkapan berkas perkara banding ke dalam
CTS/SIPP

2 | Memasukan data putusan ke dalam Cts/Sipp

Membuat penetapan hari sidang, membuat berita acara sidang,
mempersiapkan putusan dan minutasi berkas perkara

4 | Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas perkara banding

5 | Menerima kontra memori banding

6 | Menerima memori banding

7 | Menerima permohonan banding

Menerima perpanjangan penahanan

9 | Menerima petikan putusan Kasasi

10 | Menerima putusan Kasasi

11 | Menerima surat-surat lain yang berkaitan dengan tipikor

Bertanggung jawab dan mengkordinir tugas-tugas di kepaniteraan

12 Tipikor
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e) Panitera Pengganti

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

z
=

Memasukkan Data CTS ( SIPP)

Membuat Berita Acara Sidang

Membuat Penetapan hari Sidang

Menerima Berkas Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor

Mengetik pengantar salinan putusan perkara ke PN Pengaju

Mengetik Pengembalian berkas ke PN Pengaju

Mengetik Putusan

0 I N OO | 0|~ W NP

Minutasi Berkas Perkara

f) Staf

1. Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

No URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

Melaksanakan Tugas Yang Diperintahkan Atasan Langsung
Melakukan Evaluasi SAKIP PN Se-Provinsi Aceh
Mempersiapkan Data Dukung dan RAB TOR Usulan RKA-KL

Menghimpun RKA-KL PN Se-Prov. Aceh Beserta Data Dukung

Menyusun RKA-KL Pagu Indikatif dan Pagu Definitif
Menyusun RKBMN

N | o | g bW |IN| P

Menyusun SAKIP ( IKU, Renstra, PKT, RKT dan LKjIP )

2. Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
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No. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

Mengetik Berita Acara Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Hakim
Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri

2 | Mengetik SK, salinan dan petikan kenaikan pangkat

3 | Mengetik Surat Cuti

Mengetik Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi (SK Mutasi, SK
Susunan Majelis, SK Hakim Pengawas Bidang dan Daerah, dan lainnya)

5 | Mengetik surat nota dinas

6 | Mengetik surat panggilan pelatihan dan data peserta

Mengetik surat-surat pengantar (pengiriman file kepegawaian, sertifikat,
izin kuliah, tanda terima LHKPN dan lainnya)

8 | Mengetik Surat Tugas

9 | Mengetik Usulan pangkat pegawai teknis

10 | Mengetik Usul Jabatan Tehnis

11 | Mengupdate data pegawai se wilayah hukum PT Banda Aceh di Ms. Excel

12 | Merekap data hukuman disiplin

13 | Mengecek dan Mengelola Sistem Teknologi Informasi
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3. Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

No. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

1 | Melaksanakan Rekonsiliasi SIMAK BMN - SIMAN

2 | Membuat CALK UAKPA DIPA PT Banda Aceh
Membuat dan Melaksanakan tugas tugas lainnya sesuai tupoksi yang

3 o .
diperintahkan oleh pimpinan

4 Membuat Pendebetan Rekening untuk Remunerasi dan Mengirimkannya
ke Bank

5 Membuat Rekapitulasi Usulan Remunerasi Untuk Pengadilan se Provinsi
Aceh

6 Membuat Usulan/Pertanggungjawaban Bulanan Remunerasi PT Banda
Aceh

7 Membukukan dan Mengirimkan Pertanggungjawaban Remunerasi

Pengadilan se Provinsi Aceh Ke Mahkamah Agung RI
8 | Rekonsiliasi Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA DIPA PT Banda Aceh
Rekonsiliasi SAPPAW dan SIMAK BMN-W Koordinator Wilayah PT Banda

g Aceh

10 Membuat Daftar Gaji Induk Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

11 Membuat Daftar Gaji ke-13 (tiga belas) dan Membuat daftar kekurangan

gaji ke-13 (tiga belas)
12 | Membuat Daftar Gaji Tunjangan Hari Raya (THR )

Membuat daftar rincian Gaji Hakim dan Pegawai Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh

Membuat dan Mengajukan Daftar Kekurangan Gaji Tahun Anggaran
berjalan Ke KPPN Banda Aceh

15 | Membuat dan Mengajukan gaji Ke-13 Hakim Ad-Hoc Tipikor

13

14

Membuat dan Mengajukan Gaji Susulan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda
Aceh Ke KPPN Banda Aceh

17 | Membuat dan Mengajukan SKPP Hakim dan Pegawai yang Mutasi

16

18 | Membuat dan Mengajukan Tunjangan Hakim Ad-Hoc Tipikor

19 | Membuat dan Mengajukan Uang Makan Hakim dan Pegawai

20 | Membuat dan Mengajuk Kekurangan Uang Makan pegawai dan Hakim

21 | Membuat formulir 1721-A2 SPT tahunan Hakim dan pegawai

22 | Membuat KP4 Hakim dan Pegawai

Membuat Realisasi Anggaran Bulanan DIPA. 01 dan 03 di Aplikasi
KOMDANAS Mahkamah Agung R.I

24 | Mengajukan Revisi Anggaran Ke Ditjen Perbendaharaan Banda Aceh

25 | Mengantar SPM ke KPPN Banda Aceh

23
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4. Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Tata Laksana

No. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

Melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan di bidang kehumasan yang
meliputi pendataan dan pengelolaan informasi

Melaksanakan penomoran Inventaris Barang sesuai yang terdata pada
Aplikasi SIMAK BMN

Membuat Daftar Inventaris Ruangan dan Melakukan pengecekan 3 (tiga)
bulan sekali (Gedung kantor dan Rumah Dinas)

Mendata dan membuat tanda terima Buku Register, Buku Jurnal dan
4 | Buku Agenda serta membagikan ke seluruh Pengadilan Negeri Se
Provinsi Aceh

Mengelola SK Penggunaan Alat Pengolah Data berupa Laptop, Komputer
dan Printer

6 | Mengelola SK Penggunaan Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas

Menyiapkan penyelenggaraan Upacara Pelantikan, rapat dan pertemuan
7 | dinas lainnya berupa pengkodisian setiap acara dan mengatur pelayanan
umum

Operator Aplikasi Zifin (Sistem Informasi Pengendalian Sarana &
Prasarana)

9 | Melaksanakan Stock Opname Barang Persediaan Dipa 01 dan 03

10 | Membuat Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan Dipa 01 dan 03

11 | Membuat Laporan Bulanan Barang Persediaan Dipa 01 dan 03

Membuat Laporan Data Kebutuhan Barang ATK (Persediaan) setiap
ruangan

12

13 | Mendistribusikan Barang ATK ke setiap ruangan

IAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH



Halaman |25

5. Staf Kepaniteraan Muda Pidana

No. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

Membuat surat pengantar pengiriman salinan petikan dan salinan
putusan perkara pidana banding

Membuat surat registrasi perkara pidana banding untuk Pengadilan
Negeri

3 | Mencatat Penetapan Majelis Hakim ke dalam buku register bantu

Menerima laporan perkara putus dari Panitera Pengganti dan
mencatatnya dalam buku notulen perkara pidana banding

5 | Mengarsipkan surat registrasi berkas

6 | Menginput register perkara ke SIPP

7 | Menyiapkan draf laporan bulanan pidana anak

8 | Menyiapkan draf laporan bulanan pidana biasa

6. Staf Kepaniteraan Muda Perdata

No. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN
1 | Mencatat register kasasi perkara perdata
2 | Mengarsipkan berkas surat masuk
3 | Menginput jurnal biaya perkara perdata pada SIPP
4 | Mengisi buku induk keuangan perkara perdata yang masuk
5 | Mengisi buku induk keuangan perkara perdata yang putus
6 | Mengisi buku jurnal keuangan perkara perdata yang masuk
7 | Mengisi buku jurnal keuangan perkara perdata yang putus
8 | Mengisi buku pembantu kas perkara yang masuk
9 | Mengisi buku pembantu kas perkara yang putus
10 | Mengisi buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan
11 | Menyerahkan biaya redaksi kepada bendahara penerimaan
12 | Menyerahkan perkara yang telah diminutasi kepada Panmud Hukum
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7. Staf Kepaniteraan Muda Hukum

No. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

Membuat Laporan Bulanan Perkara Perdata Pengadilan Negeri se
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Membuat Laporan Bulanan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Banda

2 Aceh

3 Membuat Laporan Bulanan Perkara Pidana Anak Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

4 Membuat Laporan Bulanan Perkara Pidana Biasa Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

5 Membuat Laporan Bulanan Perkara Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

6 Membuat Laporan Bulanan Perkara Pidana Pengadilan Negeri se Wilayah

Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Membuat Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan
7 | Mengkompilasi Laporan Tahunan Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Memeriksa Berkas Permohonan Penyumpahan Advokat/Pengacara yang
akan disumpah

9 | Mengetik surat balasan ke instansi lain

Mengetik Surat Keterangan Berita Acara Sumpah Advokat/Pengacara
yang sudah hilang

Menghimpun, Mengolah dan Mengirim Data atas permintaan Badan
Pusat Statistik Provinsi Aceh

10

11

12 | Sekretaris Tim Pemeriksaan Pengaduan
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8. Staf Kepaniteraan Muda Khusus (Tipikor)

No. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

Melakukakan Proses Pengiriman Surat Perpanjangan Penahanan Tipikor
1 | (Pasal 29 KUHAP) untuk Pengadilan Negeri Pengaju melalui Bagian
Umum.

Melakukan Minutasi berkas Perkara Tipikor ke Bagian Kepaniteraan
Hukum.

Melakukan Proses Pengiriman Surat Penetapan Penahanan Banding
3 | Tipikor (Pasal 27 KUHAP) untuk Pengadilan Negeri Pengaju melalui
Bagian Umum.

4 | Membuat Penetapan Majelis Hakim Tipikor.

5 | Membuat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor.

Membuat surat Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Tipikor

6 Banding.

7 Membuat Surat Penetapan Penahanan Banding Tipikor (Pasal 27
KUHAP).

8 Membuat surat Pengantar Salinan Petikan Putusan Perkara Tipikor serta
mencatat kedalam buku pembantu.

9 Membuat surat Pengantar Salinan Putusan Perkara Tipikor dan serta

mencatat dalam buku pembantu.

10 | Membuat Surat Perpanjangan Penahanan Tipikor (Pasal 29 KUHAP).

11 Memeriksa surat Laporan Banding Tipikor dari Pengadilan Negeri
Pengaju (Pasal 27 KUHAP).

Memeriksa surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Tipikor dari
Pengadilan Negeri Pengaju (Pasal 29 KUHAP).

13 | Mencatat Buku Register Penahanan Tipikor.

12

14 | Mengarsipkan surat-surat masuk dan keluar kedalam Ordner (map).

15 | Mengetik Surat-surat yang berhubungan dengan Tipikor.

16 | Menginput Data Perkara Tipikor ke Aplikasi SIPP.

17 | Mengirim Salinan Petikan Putusan Perkara Tipikor melalui Bagian Umum.

Mengirim Salinan Putusan Perkara Tipikor beserta Bundel A untuk
Pengadilan Negeri Pengaju melalui Bagian Umum.

Mengirim surat Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Tipikor
Banding untuk Pengadilan Negeri Pengaju melalui Bagian Umum.
Menyerahkan berkas perkara Tipikor kepada Ketua Pengadilan
20 | Tinggi/Tipikor untuk Penetapan Majelis Hakim-serta mencatat kedalam
buku pembantu.

Menyerahkan berkas perkara Tipikor kepada Panitera Pengadilan
21 | Tinggi/Tipikor untuk Penunjukan Panitera Pengganti serta mencatat
kedalam buku pembantu.

22 | Menyerahkan CD Putusan untuk diserahkan ke bagian IT.
Menyerahkan surat-surat yang berhubungan dengan Perkara Tipikor

18

19

23 kepada Majelis Hakim.
24 Menyerahkkan berkas-berkas perkara kepada Majelis Hakim yang
ditunjuk.
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BAD 11

PEMBINAAN DAN PENCELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Pembinaan kepegawaian Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan dibawahnya
dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara umum meliputi : Formasi
Pegawai, Rekrutmen Pegawai dan Pengangkatan, Pendidikan dan Pelatihan, Penempatan,
Pengangkatan dalam Jabatan, Kenaikan Pangkat, Pola Pembinaan Karir Hakim, Pola
Pembinaan Karir Kepaniteraan, Kejurusitaan dan Kesekretariatan, Pemberhentian Pegawai dan
lain-lain Pengembangan pada aspek pelayanan publik harus disertai dengan dukungan aspek
Sumber Daya Manusia Tanpa dukungan ini, reformasi manajemen pelayanan mustahil dapat
diimplementasikan secara baik Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
kepegawaian tampaknya masih terlalu kaku untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi
organisasi yang berorientasi pada kinerja pelayanan Oleh karena itu, tujuan reformasi aspek
Sumber Daya Manusia adalah untuk menyediakan dukungan sumber daya manusia yang
diperlukan agar reformasi aspek pelayanan publik dapat diimplementasikan secara baik Prinsip
utama yang dapat digunakan untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang mampu
mendukung organisasi Peradilan yang berorientasi kinerja adalah kompetensi dan inovatif
sehingga mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pemberian pelayanan public bahkan
menjadi sebuah pengetahuan organisasi (organizational knowledge creation) dan
kepemimpinan yang memiliki komitmen kuat.

Sumber daya manusia dengan jumlah personil Hakim dan Pegawai pada Pengadilan

Tinggi/Tipikor Banda Aceh, periode tahun 2016 adalah :

a. Ketua ] Orang
b. Wakil Ketua . Orang
c. Hakim Tinggi e el Orang
d. Hakim Ad Hoc Tipikor 2 a2 Orang
e. Hakim Non Palu = Orang
f. Pejabat Struktural Kepaniteraan el Orang
g. Pejabat Struktural Kesekretariatan feme = Orang
h. Panitera Pengganti . 20 Orang
i. Staf Administrasi . 23 Orang

Jumlah Total Hakim dan Pegawai : 74 Orang
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1 2 3 4 5
1 | Ketua H. CHAIDIR, SH. MH 19510806 197304 1 001 IV/e
5 | Wakil Ketua Hj. NURLELA KATUN, SH. MH. 19500620 197903 2 002 IV/e
3 | Hakim 1. ARDY DJOHAN, SH. 19550806 198512 1 001 Iv/d
2 Ny. PETRIYANTI, SH. MH. 19591210 198503 2 002 Iv/d
3. WAHYONO, SH. 19570218 198512 1 001 v/d
4. INANG KASMAWATI, SH. 19590502 198512 2 001 v/d
5. MARATUA RAMBE, SH. MH. 19581003 198512 1 001 V/d
6. SYAIFONI, SH. M.Hum. 19600227 198603 1 005 v/d
7. MASRIMAL, SH. 19571112 198503 1 004 Iv/d
8. Ny. IRDALINDA, SH. MH. 19590314 198503 2 002 Iv/d
9. SIGID PURWOKO, SH. MH. 19620528 198512 1 001 IV/d
10.  DIO SYUHADA, SH. 19560727 198302 1 002 v/d
11.  SUPRIYONO, SH. 19590724 198612 1 001 v/d
12.  ASWIJON, SH. MH. 19580520 198702 1 001 Iv/d
13.  ASMAR, SH. MH. 19611030 198612 2 001 v/d
4 | Hakim Yustisial / Non Palu BANDUNG SUHERMOYO, SH. M.Hum | 19610312 198803 1 002 IV/c
Hakim Ad Hoc Tipikor 1. SUNARDI, SH. = --
2. H. SUDIRMAN, SH. MH. N -
Panitera H. SAID SALEM, SH. MH 19620616 198503 1 006 Vi
Sekretaris FILIZAR, SH. MH. 19620415 198903 1 004 IV/a
Wakil Panitera T. TARMULI, SH 19611231 198503 1 029 IV/a
X ﬁgbsgnggﬁnca”aa“ CET USFADILLAH, SH. 19660626 198903 1 001 ini/d
10. Ka. Bag. Umum dan Keuangan AMIRULLAH, SH. 19711005 199303 1 005 I/d
11, | Panitera Muda Perdata NURHAYATI MUSTAFA, SH. 19570815 198303 2 005 Ini/d
12. | Panitera Muda Pidana ZAHRI, Sm. Hk. 19570427 198603 1 005 1m/d
13. | Panitera Muda Tipikor IWAN, SH. 19720515 199303 1 003 /b
14. | Panitera Muda Hukum RIDWAN, SH. 19610321 198503 1 003 1m/d
15. Ka. Sub Bag. Renprog & Anggaran RISMAYATI, ST 19810505 200502 2 001 /e
16. Ka. Sub Bag. Kepegawaian dan Tl DENI MAWARDI, SE. Ak. 19780920 200604 1 006 I/c
I ;’5’;’ Baiity danigimah MUNAWAR, ST 19840413 200912 1 003 b
18, g:i ai‘é?a?]ag' SSRGS MEUTIA FARIDA, SE 19761201 200502 2 001 lifc
19. | Panitera Pengganti 1. ANWAR, SH 19630424 198203 1 002 IV/a
o SUTARTINI, SH 19550212 198003 2 002 IV/a
3. IRWAN, SH. 19580812 198203 1 013 Ini/d
4. TARMIZI, SH. 196106101981031001 1m/d
5. ZULKARNAINI, SH. 19601101 198203 1 005 1m/d
6. SAMAUN, SH. 19610610 198503 1 008 Ini/d
7. USMAN, SH. 19581123 198303 1 002 Ini/d
8. NURUL BARIAH, SH. 19690212 198903 2 002 1i/d
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9.  CUT YUNIWATI 19550603 197812 2 001 e
10.  ANWAR USMAN 19560407 198003 1 006 e
11.  SULAIMAN 19581213 197803 1 001 /e
12.  NURLELA KESUMA 19581021 198303 2 003 /e
3. M.ISA 19541231 198002 1 007 e
14, MUHAMMAD 19550409 198003 1 002 e
15.  ABDUL JALIL 19620501 198203 1 006 e
16. M. HUSIN 19590210 198303 1 004 /e
17.  TJUT NASRULLAH 19570213 198203 1 004 /e
18.  MAHDI, SH. 19700910 199303 1 002 e
19.  SAYED MAHFUD, SH. 19711010 199303 1 003 e
20.  NUR AFIFAH, SH. 19680305 199103 2 003 e

20. | stat 1. MISWARDI, SE. 19760321 200604 1 003 /e
2. HIDAYAT. 19600407 199203 1 003 /b
3. HASAN BASRI. 19590220 198503 1 001 b
4. MUKHLIS. 19710914 199303 1 003 b
5.  NURNAJMIATI 19770418 200502 2 001 e
6.  PUTRI ARMANUSAH, ST 19850516 200604 2 002 /b
7. IDRUS, SH. 19800303 200604 1 005 a
8. NOVIROBOTH 19851117 200604 2 001 i
9. NOFYANI ST 19851126 200904 2 006 /b
10, SAMSUL BAHRI, SH. 19800713 200904 1 003 a
11, AN NASAI SE. 19820808 200912 1 003 /b
12, BUDIYANTO, A.Md 19771012 200904 1 002 Wd
13, MUTHMAINNAH, SE 19831121 200912 2 005 b
14.  MAHDALISKA 19790206 200904 2 005 Wb
15, gESW'TA KEUMALA ULFAH, 19821217 200904 2 002 b
16.  NOVA MIRANDA ABDI, SH 19811113 201101 2 006 b
17.  TEUKU MAULIDINSYAH, AMd | 19791123 200805 1 001 a
18.  T. HARDIANSYAH, ST 19841005 200912 1 007 a
19.  RIFKADIANA, AMd 19871125 200904 2 001 Wd
20.  WILDAYNI MAIVANA, ST 19810513 201101 2 006 b
21.  MUKHTAR 19680810 201408 1 003 a
22, RELIA NOVITA RAHIM, SE. 19850829 201503 2 001 a
23, AGUS SUPRIADI, AMd 198308012011011007 d

APORAN TAHUNAN 20106 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH




A.1l. Mutasi

Halaman |31

Tinggi/Tipikor Banda Aceh periode tahun 2016, dapat dirinci sebagai berikut :

Jumlah personil Hakim dan Pegawai yang Mutasi (Pindah Tugas) pada Pengadilan

a) Hakim dan Pegawai yang Mutasi masuk ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh,

sebanyak 5 (lima) orang :

1 2 3 4 5 3
SAMAUN, SH. : | 2023/DIUISKIKP.02.2/12/2015 .

L | NIP. 19610610 198503 1 008 ik Panitera Pengganti 8 Desember 2015 S p 2nuan 2016
AGUS SUPRIADI, A. Md W1-U/524/KP.04.5/V/2016

2, ' Ii/d = i
NIP. 19830801 201101 1 007 BlRRAC Tmiglras! 02 Mei 2016 g {uni 2016
H. SUDIRMAN, SH. MH. Hakim Ad Hoc 31/KMA/SK/III/2016 .

3. ' :
NIP. - Tipikor 03 Maret 2016 PR 2016
IRWAN, SH. 1035/DJU/SK/KP04.5/6/2016

4. ! i i 31 Agustus 2016
NIP. 19580812 198203 1 013 Jid SE IS Cengganti 24 Juni 2016 3

& | TARMIZI, SH. A oaitera Penagant | 1597/DIVISKIKP.04.5/10/12016 | 21 Desember

| NIP. 19610610 198103 1 001 99 11 Oktober 2016 2016
by Hakim dan Pegawai yang Mutasi keluar dari Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh,
sebanyak 8 (delapan) orang:

1 2 3 4 5 g
GARINEMURESIEIER, Sh, - 17/KMA/SK/II2016

1. MH. IvV/d Hakim Tinggi 10 Februari 2016 PT JAMBI
NIP. 19530110 198203 1 005

, | DIDIEK BUDI UTOMO, SH. . R e 17/KMA/SK/I1/2016 PT BANGKA
NIP. 19570125 198803 1 001 99 10 Februari 2016 BELITUNG
Drs. H. RUSYDI, SH. Hakim Ad Hoc 3LKMA/SK/III2016

3 | np.- i Tipikor 3 Maret 2016 PT JAKARTA

4 HIKA DERIYANSI ASIUL Pl oy e , 1070/DJU/SK/KPO4.5/7/2016

. SH. Hakim Non Palu 01 Juli 2016 PN Bau Bau

NIP. 19780116 200212 1004
Hj. HASMAYETTI, SH. M.Hum. T 110/KMA/SK/2016

5. ' v/d
NIP. 19580618 198512 2 001 it 11 Juli 2016 PT Pekanbaru
Hj. LELIWATY, SH. MH. i o 110/KMA/SK/2016

6 | NIP. 19600326 19812 2 001 Hakim Tinggi 11 Juli 2016 PT Pekanbaru
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ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH.

NIP. 19560814 198203 1 009

Ivid

Hakim Tinggi

199/KMA/SK/XI/2016

16 November 2016

PT Padang

MUHAMMAD HIBRIAN, SH.
NIP. 19780914 200312 1 002

Id

Hakim Non Palu

1753/DJU/SK/KP.04.5/11/2016

21 November 2016

PN Painan

A.2. Promosi

Jumlah personil Hakim dan Pegawai yang memperoleh promosi jabatan pada Pengadilan

Tinggi/Tipikor Banda Aceh periode tahun 2016, dapat dirinci sebagai berikut :

a) Hakim dan Pegawai yang memperolen promosi jabatan masuk ke Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sebanyak 10 (sepuluh) orang :
1 2 3 4 5 6
MARATUA RAMBE, SH. MH. 159/KMA/SK/XI/2015
A . 48 ]
NIP. 19581003 198512 1 001 Ve plakim Tigggi 27 November 2015 21Rnpap 2016
SYAIFONI, SH. M.Hum. i 159/KMA/SK/XI/2015 .
2. ’
NIP. 19600227 198603 1 005 1IV/d Hakim Tinggi 27 November 2015 21 Januari 2016
3. MASRIMAL, SH. : g i 17/KMA/SK/11/2016 10 07 April 2016
NIP. 19571112 198503 1 004 L4 GasueTingg! Februari 2016 i
Ny. IRDALINDA, SH. MH. . 68/KMA/SK/IV/2016 .
4 | NIP. 19590314 198503 2 002 lv/d Hakim Tingg 28 April 2016 TFFHe
SIGID PURWOKO, SH. MH. = . 68/KMA/SK/IV/2016 .
5. : Iv/d
NIP. 19620528 198512 1 001 £gkim Tinggi 28 April 2016 A1 FY7e
DIO SYUHADA, SH. 68/KMA/SK/IV/2016
6. ; Iv/d im Tinqai i
NIP. 19560727 198302 1 002 Hakim Tinggi 28 April 2016 [FPyi2o16
FILIZAR, SH. MH. . 36/SEK/KP.1/SK/7/2016
" | NIP. 19620415 198903 1 004 Vi SEKIEIS 27 Juli 2016 F4¥iPustus 2016
o | SUPRIYONO, SH. = e 110/KMA/SK/VII2016 08
" | NIP. 19590724 198612 1 001 99 11 Juli 2016 September2016
o | ASWIJON, SH. MH. i L 157/KMA/SK/IX/2016 02 Desember
" | NIP. 19580520 198702 1 001 99 26 September 2016 2016
10, | ASMAR, SH. MH. 3 ol 157/KMA/SK/IX/2016 02 Desember
NIP. 19611030 198612 2 001 99 26 September 2016 2016
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b) Hakim dan Pegawai yang memperoleh promosi jabatan keluar dari Pengadilan

Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sebanyak - nihil - (- nihil -) orang :

—NIHIL -

A.3. Pensiun

Jumlah personil Hakim dan Pegawai yang telah menjalani masa pesiun pada Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh periode tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) orang, dapat dirinci sebagai
berikut :

1 2 3 4 ° °

5L e |||/d . oooo16/KE1P5/NV/13001/ I
NIP. 19531205 198003 1 002 Pengganti BORoher 201E

1 oo o o, g 000017/KE]I-35/NV/13001/ YL
NIP. 19531231 198209 1 001 Pengganti Kb A
UL, R 000010/KEP/NV/13001/

% | NIP. 10540914 198011 1 001 Hiid Pengganti o YA e

. 99 22 Agustus 2016

B. Keadaan Perkara

+ Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

Pada tahun 2016 ini, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah menerima
perkara pidana biasa masuk sejumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) perkara, dimana
sisa perkara tahun 2015 berjumlah 18 (delapan belas) perkara-dan jumlah perkara putus
pada tahun 2016 adalah 236 (dua ratus-tiga puluh enam) perkara dengan sisa perkara
yang belum diputus pada akhir tahun 2016 berjumlah 4 (empat) perkara. Untuk perkara
perdata, jumlah perkara masuk adalah 140 (seratus empat puluh) perkara, dengan sisa

perkara tahun 2015 sejumlah 17 (tujuh belas) perkara dan perkara diputus pada tahun
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2016 sejumlah 137 (seratus tiga puluh tujuh) perkara dan sisa perkara akhir tahun 2016
sejumlah 20 (dua puluh) perkara.

Untuk perkara Tindak Pidana Korupsi jumlah perkara masuk adalah 27 (dua
puluh tujuh) perkara, sisa perkara tahun 2015 sejumlah 3 (tiga) perkara, perkara diputus
pada tahun 2016 sejumlah 29 (dua puluh sembilan) perkara dan dengan sisa akhir tahun
2016 sejumlah 1 (satu) perkara.

Untuk perkara Pidana Khusus Anak jumlah perkara masuk adalah 14 (empat
belas) perkara, sisa perkara tahun 2015 adalah nihil, perkara diputus pada tahun 2016

sejumlah 14 (empat belas) perkara dan sisa akhir tahun 2016 adalah nihil.

KEADAAN PERKARA PIDANA BIASA
PADA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH TAHUN 2016

TAHUN 2016 JUMLAH
NO BULAN SISA LALU MASUK PUTUS SISA HAKIM PP
(e Januari 18 29 21 26 11 25
2% Februari 26 14 30 10 11 25
5. Maret 10 18 19 9 11 25
4, April 9 18 10 17 12 25
5. M e i 17 32 28 21 12 25
6. Juni 21 30 34 17 12 25
7" Juli 17 10 13 14 15 25
8. Agustus 14 7 20 1 14 25
9. September 1 19 5 15 14 26
10. Oktober 15 20 19 16 14 25
1. November 16 13 21 8 14 25
12. Desember 8 12 16 4 16 26
Jumlah 222 236
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PADA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH TAHUN 2016

TAHUN 2016 JUMLAH
NO BULAN
SISALALU | MASUK = PUTUS | SISA | HAKIM PP
1. Januari 17 11 13 15 s 25
2. | Februari 15 17 9 23 B -
3. | Maret 23 6 12 17 B &
4 | April 17 1 9 19 12 2>
5. Jlid i 19 14 8 25 2 P
6. | Juni 25 i 13 23 2 5
7. | i 23 5 | 27 o i
8. | Agustus 27 14 17 24 d i
9. | september 24 16 10 30 = i
10. | Oktober 30 6 21 15 = 1
11. | November 15 20 10 25 Is 5
12. | Desember 25 9 14 20 e (4
Jumlah 140 137
KEADAAN PERKARA PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH TAHUN 2016
TAHUN 2016 JUMLAH
NO BULAN
SISALALU | MASUK | PUTUS @ SISA | HAKIM PP
1. | Januari 3 3 3 3 10 11
2. | Februari 5 1 4 0 11 11
3. | Maret 9 0 0 0 10 11
4. | Apii 5 2 0 2 1 3
5. [Me i 2 2 2 2 B B
6. | Juni 4 6 3 5 8 1
7. | Jui 5 0 5 0 8 3
8. | Agustus 1 5 0 5 8 11
9. | September 4 6 4 7 8 11
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10. | Oktober 0 1 1 7 8 11

11. | November 1 0 7 0 8 11

12. | Desember 2 1 0 1 9 11
Jumlah 27 29

KEADAAN PERKARA PIDANA KHUSUS ANAK
PADA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH TAHUN 2016

TAHUN 2016 JUMLAH

NO BULAN
SISA LALU MASUK PUTUS | SISA HAKIM PP
1. | Januari 0 0 0 0 8 25
2. | Februari 0 2 0 2 7 25
3. | Maret 2 1 3 0 Z 25
4. | April 0 1 1 0 6 25
AiIMIe i 0 4 4 0 6 25
6. | Juni 0 3 3 0 7 25
7. | Juli 0 0 0 0 8 25
8. | Agustus 0 0 0 0 8 25
9. | September 0 1 0 1 6 25
10. | Oktober 1 0 1 0 6 25
11. | November 0 2 2 0 6 25
12. | Desember 0 0 0 0 5 26

Jumlah 14 14

* Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri se- Aceh
* Pidana Biasa
Pada tahun 2016 ini, Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam perkara pidana biasa telah menerima 3.957
(tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) perkara masuk, dimana sisa perkara
tahun 2015 berjumlah 701 (tujuh ratus satu) perkara. Jumlah perkara putus pada
tahun 2016 berjumlah 4.077 (empat ribu tujuh puluh tujuh) perkara dengan sisa
perkara tahun 2016 berjumlah 571 (lima ratus tujuh puluh satu) perkara.
Pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejumlah 210 (dua
ratus sepuluh) perkara, sedangkan untuk pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung
sebanyak 101 (seratus satu) perkara, pengajuan Peninjouan Kembali (PK)

sejumlah 2 (dua) perkara dan pengajuan grasi sejumlah 5 (lima) perkara.
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Data Pidana Biasa

Sisa
Pengadilan Negeri Tahun Masuk | Putus | Sisa | Banding | Kasasi | PK | Grasi
Lalu

PN Banda Aceh 81 301 318 64 30 23 1 0
PN Lhokseumawe 38 240 234 44 6 1 0 0
PN Bireuen 20 299 303 16 9 0 0 0
PN Langsa 30 313 295 48 8 3 0 0
PN Sabang 1 54 49 6 4 1 0 0
PN Calang 10 81 83 8 8 1 0 0
PN Tapakfuan 23 134 137 20 6 7 0 0
PN Singkil 9 128 123 14 13 8 0 0
PN Meulaboh 37 237 248 16 14 8 0 0
PN Sinabang 7 53 43 17 13 4 0 0
PN Sigli 69 355 390 34 18 0 0 0
PN Lhoksukon 63 358 365 56 13 5 0 0
PN Idi 115 235 322 28 14 7 0 0
PN Takengon 58 165 203 20 6 2 1 0
PN Blangkejeren 5 80 79 6 0 1 0 5
PN Kutacane 19 246 233 32 6 2 0 0
PN Kualasimpang 80 335 335 80 13 12 0 0
PN Jantho 36 262 247 51 29 15 0 0
PN Simpang Tiga

Redelong - 81 70 11 0 1 0 0

* Pidana Korupsi

Pada tahun 2016 ini, Pengadilan Negeri/Tipikor dalam Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalom perkara pidana Korupsi telah
menerima 51 (lima puluh satu) perkara masuk, dimana sisa perkara tahun 2015
berjumlah 26 (dua puluh enam) perkara. Jumlah perkara putus pada tahun 2016
berjumlah 52 (lima puluh dua) perkara dengan sisa perkara tahun 2016 berjumlah
25 (dua puluh lima) perkara.

Pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejumlah
29 (dua puluh sembilan) perkara, sedangkan untuk pengajuan kasasi ke
Mahkamah Agung sebanyak 24 (dua puluh empat) perkara, pengajuan
Peninjauan Kembali (PK) sejumlah 2 (dua) perkara dan pengajuan grasi berjumlah

1 (satu) perkara.
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Data Pidana Korupsi

Sisa

Pengadilan Negeri Tahun | Masuk | Putus | Sisa | Banding | Kasasi | PK | Grasi
Lalu

PN /Tipikor Banda Aceh 26 51 52 25 29 24 2 1

* Pidana Cepat/Ringan

Pada tahun 2016 ini, Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam perkara pidana cepat/ringan telah menerima
84 (delapan puluh empat) perkara masuk. Jumlah perkara putus pada tahun
2016 berjumlah 81 (delapan puluh satu) perkara dengan sisa perkara tahun 2016

berjumlah 3 (tiga) perkara.

Data Pidana Cepat/Ringan

Sisa
Pengadilan Negeri Tahun | Masuk | Putus | Sisa | Banding | Kasasi | PK | Grasi
Lalu
PN Banda Aceh 0 20 18 2 0 0 0 0
PN Lhokseumawe 0 7 7 0 0 0 0 0
PN Bireuen 0 0 0 0 0 0 0 0
PN Langsa 0 1 1 0 0 0 0 0
PN Sabang 0 1 1 0 0 0 0 0
PN Calang 0 0 0 0 0 0 0 0
PN Tapaktuan 0 6 5 1 0 0 0 0
PN Singkil 0 0 0 0 0 0 0 0
PN Meulaboh 0 0 0 0 0 0 0 0
PN Sinabang 0 2 2 0 0 0 0 0
PN Sigli 0 0 0 0 0 0 0 0
PN Lhoksukon 0 0 0 0 0 0 0 0
PN Idi 0 5 5 0 0 0 0 0
PN Takengon 0 2 2 0 0 0 0 0
PN Blangkejeren 0 0 0 0 0 0 0 0
PN Kutacane 0 0 0 0 0 0 0 0
PN Kualasimpang 0 39 39 0 0 0 0 0
PN Jantho 0 1 1 0 0 0 0 0
PN S. Tiga Redelong - 0 0 0 0 0 0 0
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* Pidana Lalu Lintas

Pada tahun 2016 ini, Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam perkara pidana lalu lintas telah menerima
31.986 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam) perkara masuk
Jumlah perkara putus pada tahun 2016 berjumlah 31.986 (tiga puluh satu ribu
sembilan ratus delapan puluh enam) perkara dengan sisa pada tahun 2016

adalah nihil.

Data Pidana Lalu Lintas

Pengadilan Negeri SISC:-;:!UhUH Masuk Putus Sisa
PN Banda Aceh 0 4644 4644 0
PN Lhokseumawe 0 1965 1965 0
PN Bireuen 0 1599 1599 0
PN Langsa 0 1749 1749 0
PN Sabang 0 1029 1029 0
PN Calang 0 720 720 0
PN Tapaktuan 0 2341 2341 0
PN Singkil 0 536 536 0
PN Meulaboh 0 2629 2629 0
PN Sinabang 0 396 396 0
PN Sigli 0 1864 1864 0
PN Lhoksukon 0 2203 2203 0
PN Idi 0 2665 2665 0
PN Takengon 0 2983 2983 0
PN Blangkejeren 0 580 580 0
PN Kutacane 0 1470 1470 0
PN Kualasimpang 0 769 769 0
PN Jantho 0 1150 1150 0
PN S. Tiga Redelong - 694 694 -

* Perkara Perdata Gugatan

Pada tahun 2016 ini, Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam perkara perdata gugatan
telah menerima 267 (dua ratus enam puluh tujuh) perkara masuk dengan
sisa perkara tahun 2015 berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) perkara.
Jumlah perkara putus pada tahun 2016 berjumlah 285 (dua ratus delapan
puluh lima) perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2016 menjadi

127 (seratus dua puluh tujuh) perkara.
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Pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
sejumlah 99 (sembilan puluh sembilan) perkara, sedangkan untuk pengajuan
kasasi ke Mahkamah Agung sebanyak 86 (delapan puluh enam) perkara,
pengajuan Peninjauan Kembali (PK) sejumlah 10 (sepuluh) perkara.

Data Perkara Perdata Gugatan

Sisa
Pengadilan Negeri Tahun | Masuk | Putus Sisa | Banding | Kasasi | PK
Lalu

PN Banda Aceh 21 48 47 22 24 23 4
PN Lhokseumawe 11 43 34 20 15 15 1
PN Bireuen 3 18 11 10 7 9 0
PN Langsa 2 12 8 6 0 1 1
PN Sabang 7 2 9 0 0 0 0
PN Calang 0 8 6 2 2 2 0
PN Tapaktuan 1 8 6 3 0 0 0
PN Singkil 8 9 13 4 5 2 0
PN Meulaboh 12 13 20 5 8 7 1
PN Sinabang 5 2 7 0 1 5 0
PN Sigli 12 20 22 10 16 10 1
PN Lhoksukon 22 12 29 5 2 0 0
PN Idi 15 6 18 3 5 4 1
PN Takengon 14 16 22 8 4 0 0
PN Blangkejeren 0 2 2 0 0 0 0
PN Kutacane 3 14 10 7 2 0 0
PN Kualasimpang 2 8 3 7 2 2 1
PN Jantho 7 18 13 12 5 6 0
PN S. Tiga Redelong - 8 5 3 1 0 0

* Perkara Perdata Permohonan
Pada tahun 2016 ini, Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam perkara perdata permohonan
telah menerima 1000 (seribu) perkara masuk dengan sisa perkara tahun 2015
berjumlah 28 (dua puluh delapan) perkara. Jumlah perkara putus pada
tahun 2016 adalah 1001 (seribu satu) perkara. Sehingga sisa perkara pada
tahun 2016 menjadi 27 (dua puluh tujuh) perkara.
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Data Perkara Perdata Permohonan

Sisa
Pengadilan Negeri | Tahun | Masuk | Putus Sisa | Banding | Kasasi | PK
Lalu
PN Banda Aceh 4 220 214 10 0 0 0
PN Lhokseumawe 3 61 61 3 0 0 0
PN Bireuen 0 30 30 0 0 0 0
PN Langsa 0 29 27 2 0 0 0
PN Sabang 2 8 10 0 0 0 0
PN Calang 1 16 16 1 0 0 0
PN Tapaktuan 0 33 33 0 0 0 0
PN Singkil 0 3 3 0 0 0 0
PN Meulaboh 0 0 0 0 0 0 0
PN Sinabang 0 11 11 0 0 0 0
PN Sigli 8 144 144 8 0 0 0
PN Lhoksukon 0 160 160 0 0 0 0
PN Idi 0 28 28 0 0 0 0
PN Takengon 8 95 100 3 0 0 0
PN Blangkejeren 0 8 8 0 0 0 0
PN Kutacane 0 6 6 0 0 0 0
PN Kualasimpang 1 28 29 0 0 0 0
PN Jantho 1 113 114 0 0 0 0
PN S. Tiga Redelong - 7 7 0 0 0 0
Data Gugatan Perkara PHI
Sisa
Pengadilan Negeri Tahun | Masuk | Putus | Sisa | Banding | Kasasi | PK | Grasi
Lalu
PN /Tipikor Banda Aceh 0 8 6 2 0 2 0 0

* Gugatan Perkara PHI pada Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pada tahun 2016 ini, Pengadilan PHI Banda Aceh dalom' gugatan
perkara PHI telah menerima 8 (delapan) perkara masuk dengan sisa perkara
Tahun 2015 tidak ada (nihil), jumlah perkara putus pada tahun 2016 adalah
6 (enam) perkara, sehingga sisa perkara yang belum diputus pada tahun

2016 berjumlah 2 (dua) perkara.
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C.Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negera sarana
prasarana dikelola berdasarkan sistem yang disebut dengan SIMAK BMN adalah suatu
sistem terpadu yang merupakan gabungan prosedur manual dan komputerisasi dalam
rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung penyusunan neraca, disamping itu
SIMAK-BMN juga didukung oleh Buku Inventaris dan Laporan Barang Milik Negera (BMN)
dan berbagai Kartu Kontrol yang berguna untuk menunjang fungsi pengelolaan barang milik

Negara.

Sarana dan Prasarana Gedung
Didalam melaksanakan tugas sehari-hari Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

menggunakan sarana dan prasarana gedung yang cukup memadai, adapun Sarana dan
Prasarana Gedung pada Pengadilan Tinggi/Tinggi Banda Aceh selama Tahun 2016

adalah sebagai berikut :

a.) Pengadaan

1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan 119.000.000,- 118.770.000,-
Komunikasi

2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas 660.000.000,- 659.420.000,-
Perkantoran

b). Pemeliharaan

1. Biaya Pemeliharaan Gedung dan 50.784.000,- 50.732.250,-
Bangunan

2. Biaya Pemeliharaan Gedung dan 10.000.000,- 9.980.000,-
Bangunan Lainnya

3. Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 342.576.000,- 342.343.644,-
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c.) Penghapusan
Penghapusan terhadap sarana dan prasarana gedung kantorpada Pengadilan

Tinggi/Tipikor Banda Aceh selama tahun 2016 sedang dalam proses.

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Untuk menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas sehari-hari Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh menggunakan sarana dan prasarana fasilitas gedung yang
ada secara umum keadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung dapat kami

paparkan sebagai berikut :

= Tanah
1. Gedung Kantor 4.262 Luas Tanah Bangungan Gedung Kantor 1.224 M2
Luas Tanah Sarana Lingkungan 2.350 M2
Luas Tanah Kosong Seluas 688 M2
2. Rumah Negara 8.515 Tanah yang dipergunakan untuk Rumah Dinas baik yang

diperuntukkan untuk Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi
maupun Pejabat Struktural

= Bangunan

No. BANGUNAN UNTUK TYPE LUAS LOKASI
BANGUNAN

1. | Gedung Kantor PT/Tipikor Banda Aceh 2 Lantai 1.296 Banda Aceh
2. | Rumah Dinas KPT B 120 Banda Aceh
3. | Rumah Dinas WKPT B 120 Banda Aceh
4. | Rumah Dinas Hakim Tinggi B 120 Banda Aceh
5. | Rumah Dinas Hakim Tinggi B 120 Banda Aceh
6. | Rumah Dinas Hakim Tinggi B 120 Banda Aceh
7. | Rumah Dinas Hakim Tinggi B 120 Banda Aceh
8. | Rumah Dinas Hakim Tinggi B 120 Banda Aceh
9. | Rumah Dinas Hakim Tinggi B 120 Banda Aceh

APORAN TAHUNAN 20106 PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH




Halaman |44

10. | Rumah Dinas Hakim Tinggi B 120 Banda Aceh
11. | Rumah Dinas Hakim Tinggi B 120 Banda Aceh
12. | Rumah Dinas Hakim Tinggi B 120 Banda Aceh
13. | Rumah Dinas Hakim Tinggi B 120 Banda Aceh
14. | Rumah Dinas Hakim Tinggi B 120 Banda Aceh
15 | Rumah Dinas Hakim Tinggi B 120 Banda Aceh
16 | Rumah Dinas Hakim Tinggi B 120 Banda Aceh
17 | Rumah Dinas Pejabat Struktural C 70 Banda Aceh
18 | Rumah Dinas Pejabat Struktural C 70 Banda Aceh
19 | Rumah Dinas Pejabat Struktural C 70 Banda Aceh
20 | Rumah Dinas Pejabat Struktural C 70 Banda Aceh
21. | Rumah Dinas Pejabat Struktural C 70 Banda Aceh
. Alat Angkutan/Kendaraan
. NEEREE Keterangan
No Jenis Jumlah Baik R_usak Rusak
Ringan Berat
1. Roda Empat 12 Unit 12 -
2. Roda Dua 18 Unit 17 1

Untuk Pengadillan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berikut sarana dan prasarana gedung

yang tersedia :

1 (Satu)ruang sidang;
(Satu) ruang aula rapat/pertemuan;
(Satu) ruang Ketua;

(Satu)ruang wakil Ketua;
(Satu) ruang Sekretaris;

(Satu) ruang Panitera;

1
1
1
. 9 (Sembilan) ruang hakim;
1
1
1 (Satu) ruang wakil Panitera;
1

(Satu) ruang Panitera Muda Perdata,;
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(Satu) ruang Panitera Muda Pidana;

(Satu) ruang Panitera Muda Khusus;

(Satu) ruang Panitera Muda Hukum;

(Satu) ruang Kabag Umum dan Keuangan;

(Satu) ruang Kabag Perencanaan dan Kepegawaian;

(Satu) ruang Kasubbag Kepegawaian dan IT;

1
1
1
1
1
1
. 1 (Satu) ruang Kasubbag Rencana Program dan Anggaran;
1 (Satu) ruang Kasubbag Keuangan dan Pelaporan;

1 (Satu) ruang Tata Usaha dan Rumah Tangga;

1 (Satu) ruang perpustakaan;

2 (Dua) ruang arsip;

1 (Satu) ruang tunggu ( receptionis );

5 (Lima) buah kamar kecil (wc );

. 1 (Satu) Tempat Parkir roda 2;

Adapun penambahan sarana dan prasarana fasilitas gedung pada Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a). Pengadaan :

NO. URAIAN KEGIATAN PAGU REALISASI SISA DANA

1 Pengadaan Pengolah Data dan 119.000.000,- 118.770.000,- 230.000,-
Komunikasi

2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas 660.000.000,- 659.420.000,- 580.000,-
Perkantoran

b). Penghapusan

Belum ada penghapusan terhadap sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor pada

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selama tahun 2016.
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* PERPUSTAKAAN

Perpustakaan Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh adalah jenis perpustakaan
khusus yang mengoleksi informasi tentang hukum dan tata negara, serta informasi yang
berkaitan dengannya seperti Politik, Administrasi Negara, Himpunan Undang-Undang serta
Sejarah dan Biografi. Perpustakaan Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Acehbertujuan untuk
membantu kelancaran pelaksanaan tugas bagi para Hakim dan para pemustaka lainnya
secara cepat, tepat, dan akurat dalam menemukan bahan referensi dan informasi dengan
memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yang menjadi faktor terlaksananya kecepatan dalam
penyajian informasi hukum serta koleksi dari berbagai disiplin ilmu, terutama dalam bidang
hukum, ilmu sosial dan humaniora. Perpustakaan Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh
menyediakan fasilitas dan koleksi cukup memadai sesuai kebutuhan pemustaka. Fasilitas
dan koleksi di Perpustakaan Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh hingga bulan
Desember 2016 adalah seperti yang terdapat dalam tabel di bawah ini:

1 PAPAN NAMA 2 BUAH
2 MEJA RESEPSIONIS 2 BUAH
3 SICE 8 BUAH
4 KACA HIAS 1 BUAH
5 MESIN ABSENSI 1 BUAH
6 TABUNG PEMADAM API 1 BUAH
7 TELEVISI+ MEJA 1 BUAH
8 LOUDSPEAKER DINDING 2 BUAH
9 RAK KORAN 1 BUAH
10 TV INFORMASI 1 BUAH
KURSI KERJA SANDARAN
11 RENDAH 5 BUAH
12 JAM DIGITAL 1 BUAH
13 TIANG PENGUMUMAN 1 BUAH
14 PAPAN STRUKTUR 1 BUAH
15 BUNGA PLASTIK 4 BUAH
16 LEMARI PIALA 1 BUAH
17 TOUCH SCREEN + PC 1 BUAH
18 VISI MISI 1 BUAH
19 MEJA INFORMASI 1 BUAH
20 AIR CONDITIONER 2 BUAH
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Jumlah Koleksi Buku pada Perpustakaan Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh

1 Hukum Pidana 345 89
2 Hukum Dagang 346.07 92
3 Hukum Acara Perdata dan 346 43
Peradilan
4  Administrasi Negara 350 73
5 llmu Hukum 340 150
6 Undang Undang 348 190
7 Hukum Sosial 344 53
8 Statistik 310 36
9 Laporan Penelitian 808.066 38
10 llmu Politik dan Pemerintahan 352 78
11 Dokumentasi 025 20
12 Hukum Pajak 76
13 Jurnal (Terbitan berkala) 30

= PENGELOLAAN SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Mengelola surat masuk dan surat keluar adalah salah satu dari tugas pokok dan fungsi

dalam sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

SURAT MASUK

Selama tahun 2016 surat masuk yang telah diagendakan adalah sejumlah 3.177

surat untuk bagian teknis dengan perincian pembagian sebagai berikut ;

1.

2
3.
4

Surat untuk bagian Pidana sejumlah 1.646
Surat untuk bagian Perdata sejumlah 803
Surat untuk bagian Hukum sejumlah 352

Surat untuk bagian pidana khusus sejumlah 376

Dan selama tahun 2016 surat masuk yang diterima untuk bagian kesekretariatan

adalah 1.959 surat, dengan perincian pembagian sebagai berikut :

P 0w NP

Surat untuk bagian kepegawaian dan Tl 1.334 surat
Surat untuk bagian keuangan 351 surat
Surat untuk bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 204 Surat

Surat untuk bagian Rencana Program dan Anggaran 70 surat
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DIAGRAM SURAT MASUK

1646

1334

803

352 376 351
204
70
PIDANA PERDATA HUKUM PIDANA KEUANGAN KEPEGAWAIANTATA USAHA & RENCANA
KHUSUS & TI RUMAH PROGRAM &
TANGGA ANGGARAN
SUB. BAGIAN

SURAT MASUK

Selama tahun 2016 surat keluar yang telah diagendakan dan dikirimkan adalah
sejumlah 1.860 surat untuk bagian teknis dengan perincian pembagian sebagai
berikut :

1. Surat dari bagian Pidana sejumlah 1.283 surat

2. Surat dari bagian Perdata sejumlah 329 surat

3. Surat dari bagian Hukum sejumlah 57 surat
4

Surat dari bagian pidana khusus sejumlah 191 surat

Sedangkan surat keluar dari bagian kesekretariatan yang telah diagendakan dan
dikirimkan adalah sejumlah 1.160 surat, dengan perincian sebagai berikut :

Surat dari bagian keuangan sejumlah 273 surat
Surat dari bagian kepegawaian & Tl sejumlah 732 surat
Surat dari bagian Tata usaha & Rumah Tangga sejumlah 129 surat

o wDd e

Surat dari bagian Rencana program & Anggaran sejumlah 29 Surat
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DIAGRAM SURAT KELUAR
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732
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129

26

PIDANA KEUANGAN KEPEGAWAIANTATA USAHA & RENCANA
KHUSUS &TI RUMAH PROGRAM &
TANGGA ANGGARAN
m SUB. BAGIAN

Pagu Anggaran Belanja DIPA Tahun Anggaran 2016 PengadilanTinggi/Tipikor Banda

Aceh:
DIPA 01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Jenis Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi % Sisa %
Belanja

Belanja 13.512.868.000 | 13.205.868.000 | 12.699.488.728 | 96.17 | 506.379.272 | 3.83
Pegawai
Belanja 1.318.896.000 1.318.896.000 1.318.431.108 | 99.96 464.892 | 0.04
Barang
Belanja 779.000.000 779.000.000 778.190.000 | 99.90 810.000 | 0.10
Modal
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Rincian Belanja Dapat Dijabarkan Sebagai berikut :

BELANJA BARANG
Total Pagu Rp. 1.318.896.000,-
Realisasi Rp. 1.318.431.108,-
Sisa Pagu Rp. 464.892,-
1. Belanja Barang Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran
-Pagu Rp. 483.368.000,-
-Realisasi Rp. 483.327.832,-
2. Belanja Langganan Daya dan Jasa
-Pagu Rp.349.788.000,-
-Realisasi Rp.349.667.382,-
3. Belanja Pemeliharaan Perkantoran
-Pagu Rp. 403.360.000,-
-Realisasi Rp. 403.055.894,-
4. Belanja Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
-Pagu Rp.82.380.000,-
-Realisasi Rp.82.380.000,-
Total Pagu Rp.524.917.000,-
Realisasi Rp.523.827.650,-
Sisa Pagu Rp. 508.745.514,-
1. Belanja Pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan
-Pagu Rp. 850.000,-
-Realisasi Rp. 748.400,-
2. Belanja Koordinasi / Konsultasi/Pengawasan/Sosialisasi
-Pagu Rp. 284.646.000,-
-Realisasi Rp. 284.212.208,-
3. Belanja Penyusunan Dan Pembahasan Program Anggaran Dan Monitoring
-Pagu Rp. 98.184.000,-
-Realisasi Rp. 98.183.278,-
4. Belanja Kesehatan Hakim Ad Hoc Tipikor
-Pagu Rp. 12.600.000,-
-Realisasi Rp. 12.594.200,-
5. BELANJA SEWA RUMAH DINAS HAKIM AD-HOC TIPIKOR
-Pagu Rp. 27.150.000,-
-Realisasi Rp. 27.100.000,-
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6. PERTEMUAN/JAMUAN TAMU/DELEGASI

-Pagu Rp. 37.000.000,-
-Realisasi Rp. 36.510.700,-
7. BELANJA PERCETAKAN/PENERBITAN/PENGADAAN/LAMINAS
-Pagu Rp. 64.487.000,-
-Realisasi Rp. 64.476.864,-
BELANJA MODAL
1. PengadaanPerangkatPengolah Data danKomunikasiPengadilanTinggi/Tipikor
* Pagu Rp. 119.000.000,-
* Realisasi Rp. 118.770.000,-
2. PengadaanPeralatandanFasilitasPerkantoranPengadilanTinggi/Tipikor
* Pagu Rp. 500.000.000,-
» Realisasi Rp. 499.760.000,-
3. PengadaanPeralatan dan Fasilitas Perkantoran PN SimpangTiga Redelong
Pagu Rp. 160.000.000,-
Realisasi Rp. 159.660.000,-
DIPA 03
DIRJEN BABAN PERADILAN UMUM
Jenis Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi % Sisa %
Belanja
PAGU 201.167.000 201.167.000 201.049.300 | 99.94 117.700 | 0.06
Belanja 201.167.000 201.167.000 201.049.300 | 99.94 117.700 | 0.06
BARANG

Rincian Belanja Dapat Dijabarkan Sebagai berikut :

1. Penyelesaian Administrasi Perkara (yang sederhana dan tepat waktu) ditingkat

Pertama dan Banding

* Pagu Rp. 24.426.000,-

* Realisasi Rp. 24.386.000,-
2. Penyelesaian perkara yang kurang dari 3 (tiga)bulan

* Pagu Rp. 14.601.000,-

* Realisasi Rp. 14.600.300,-
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3. Honorarium Koordinator Wilayah

» Pagu Rp. 3.600.000,-
» Realisasi Rp. 3.600.000,-
4. Pelatihan Bimtek SIPP
* Pagu Rp. 95.845.000,-
» Realisasi Rp. 95.795.000,-
5. Pembinaan dan Pengawasan
Pagu Rp. 62.695.000,-
Realisasi Rp. 62.668.000,-

E. Dukungan Teknologi Informasi

a. 1 Unit PC Server, dengan spesifikasi sebagai berikut :

* Merk/ Type : HP Proliant ML350 G5
e HardDisk : 80 GB
* Processor : Intel ® Xeon ® CPU 5120 @186 GHz 187 GHz
« RAM :2GB
* Monitor : HP 17 Inchi
» Keyboard, Mouse, DVDRoom
e Fungsi : Share Folder, Data Backup
b. 1 Unit Switch Hub, dengan spesifikasi sebagai berikut :
e Merk/ Type : TrendNet
e Jumlah Port : 24 Port (Fast Ethernet), 4 Port (Gigabit Port),
2 Port (Shared With Gigabit Ports)
* Fungsi : LAN Jaringan
c. 2 Unit Router, dengan spesifikasi sebagai berikut :
Merk / Type : MikroTik X2 / RouterBoard 1100 AH
Jumlah Port : 13 Port
Fungsi : Pengatur Lalu Lintas Jaringan Lokal

d. 1 Unit PC TouchScreen, dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk / Type : LENOVO

HardDisk :1TB

Processor . Intel ® Core ™ {7-2120 CPU @330GHz 330GHz
RAM 14 GB

Monitor : 22 Inchi
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- Keyboard/Mouse Wireless, DVD-RW
- Fungsi : PC Informasi
e. 1 Unit TV LCD, dengan spesifikasi sebagai berikut :
- Merk / Type LG
- Ukuran : 42 Inchi

- Fungsi : TV Informasi

STATISTIK PERKARA DARI APLIKASI SIPP TK. BANDING
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F. REGULASI TAHUN 2016

Pengelolaan Administrasi

Dalam menyelesaikan tugas, fungsi dan wewenang Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
selaku koordinator wilayah yang didelegasikan langsung oleh Mahkamah Agung RI agar
memiliki kontrol langsung dan memonitor secara langsung kinerja Peradilan tingkat
pertama dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga diperlukan mekanisme dalam memonitor
dan mengevaluasi kinerja Peradilan tersebut Sistem dan prosedur Peradilan saat ini adalah
produk dari pertumbuhan selama periode yang telah lampau ditambah, diperbaharui dan
dikembangkan untuk menetapkan keterbatasan pada kapasitas dalam beradaptasi pada
persyaratan yang begitu cepat berubah Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang
menyeluruh agar memperkuat kapasitas Pengadilan Tinggi yang efektif, efisien dan
fleksibel Usaha untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi harus ditujukan kepada
beberapa bidang, termasuk sistem manajemen Pengadilan Tinggi, aturan, prosedur,
struktur yurisdiksi/lkewenangan Pengadilan Tinggi dan mekanisme alternatif penyelesaian
sengketa termasuk memfasilitasi sengketa secara damai dan pembatasan putusan banding
di Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Untuk mewujudkan Peradilan yang mandiri sesuai
dengan peraturan yang berlaku penyelenggaraan administrasi Peradilan merupakan bagian
yang mutlak yang harus dilaksanakan oleh semua aparatur Peradilan Hal ini penting agar
Peradilan di Indonesia terutama pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mempunyai
kesamaan pola tindak, pola pikir, atau dalam istilah Peradilan disebut dengan legal frame
end uni fied legal opinion Sebagaimana penjelasan umum bagian 3 Undang-undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, mengingat luas ruang lingkup, tugas dan beban
berat pekerjaan yang harus dilaksanakan Pengadilan maka, perlu adanya perhatian yang
besar terhadap tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi Peradilan Oleh karena
itu, penyelenggaran administrasi Peradilan pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
mengacu pada Undang-undang. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum penyelenggaraan administrasi dibedakan menurut jenisnya dan
dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggung jawaban
tetap dilaksanakan oleh seorang pejabat yaitu panitera yang merangkap sebagai
sekretaris.

e Administrasi Perkara

Peradilan dalam  rangka menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang - undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa tugas pokok
Pengadilan yaitu untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap
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perkara yang diajukan kepadanya Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut
diatas diperlukan adanya Peradilan yang benar dan tertib Penyelenggaraan administrasi
perkara yang benar harus mampu mendukung terbentuknya Peradilan yang mandiri
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok Pengadilan Panitera Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh menerima perkara yang diajukan kepada Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut prosedur penerimaan perkara di
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh melalui 2 (dua) meja yaitu, Meja |, Meja Il
Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana tekhnis yang harus
dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mulai dari
penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan atau diputus.

Saldo Keuangan Perkara Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahun 2016

1. 2. 3. 4,

1. Sisa Awal Tahun 2016 Rp. 2.550.000,-

2. Penerimaan Tahun 2016 Rp. 21.000.000,-

3. Materai Rp. 822.000,-
4, Redaksi Rp. 685.000,-
5. Leges Rp. 255.000,-
6. Biaya Proses Rp. 18.788.000,-
JUMLAH Rp. 23.550.000,- Rp. 20.550.000,-
SISA AKHIR TAHUN 2016 Rp. 3.000.000,-
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PADA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH TAHUN 2016

1. Januari 2.550.000 1.650.000 1.950.000 2.250.000
2. Februari 2.250.000 2.550.000 1.350.000 3.450.000
3. Maret 3.450.000 900.000 1.800.000 2.550.000
4. April 2.550.000 1.650.000 1.350.000 2.850.000
5. Mei 2.850.000 2.100.000 1.200.000 3.750.000
6. Juni 3.750.000 1.650.000 1.950.000 3.450.000
7. Juli 3.450.000 750.000 150.000 4.050.000
8. Agustus 4.050.000 2.100.000 2.550.000 3.600.000
9. September 3.600.000 2.400.000 1.500.000 4.500.000
10. | Oktober 4.500.000 900.000 3.150.000 2.250.000
11. | November 2.250.000 3.000.000 1500.000 3.750.000
12. | Desember 3.750.000 1.350.000 2.100.000 3.000.000
* Administrasi Umum
Disamping administrasi Peradilan, administrasi umum juga menjadi prioritas

pelaksanaan Peradilan pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, mengingat luasnya ruang

lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka perlu

adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi

Pengadilan Menurut penjelasan umum angka 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986.

Penjelasan umum angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan penjelasan umum

angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986, penyelenggaraan administrasi Pengadilan

dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya Menurut jenisnya administrasi

Pengadilan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu administrasi umum dan administrasi perkara/

administrasi kepaniteraan, sedangkan menurut penanganannya dilakukan oleh sekretaris dan
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panitera, pembedaan dan pemisahan ini pada akhirnya melahirkan dua unit kerja yaitu
kepaniteraan dan kesekretariatan.

Namun demikian pembedaan dan pemisahan tersebut bersifat integral dengan
mengutamakan koordinasi dalam tugas pokok Pengadilan (Pasal 2 Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970 ayat (1)) Berkaitan dengan kepaniteraan diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1986, pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan
pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam pasal tersebut dinyatakan :
“Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera”
Sedangkan kesekretariatan diatur dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986, pasal
40 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 dan pasal 43 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
yang menyatakan : “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya sekretariatan yang dipimpin
oleh seorang sekretaris”.

Pada dasarnya dengan mengingat pemisahan jenis dan pembedaan pengelolaan, maka
meskipun unit kerja tersebut berdiri sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan
masing-masing, semuanya tertuju pada satu tujuan yaitu memimpin suatu kelancaran
penyelenggaraan peyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sehingga
harus ada koordinasi antara kedua unit kerja itu Pertimbangan inilah kemudian dibuat ketentuan
bahwa Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh merangkap Sekretaris Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh Hal ini diatur dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 dan pasal 44 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Dari ketentuan diatas, seorang sekretaris akan menangani administrasi umum
yang dalam pelaksanaan tugasnya ia dibantu oleh seorang wakil sekretaris Dengan demikian
staf kepaniteraan dapat lebih memusatkan perhatian terhadap tugas dan fungsinya membantu
hakim dalam bidang Peradilan di Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sedang tugas

administrasi lainnya dapat dilaksanakan oleh staf kesekretariatan.
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BAB IV

PENCAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Dalam Lampiran 1  Keputusan Ketua Mahkamah  Agung Rl  Nomor:
KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga
Peradilan disebutkan mengenai pengertian umum Pengawasan Internal yaitu Pengawasan dari
dalam lingkungan Peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan
Melekat dan Pengawasan Fungsional.

Pengertian Pengawasan Melekat itu sendiri dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
tersebut diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang besifat sebagai pengendalian yang terus
menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif,
agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan
rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pengawasan
Fungsional diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus
ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan
untuk itu Di lingkungan lembaga Peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI Bertitik tolak dari pengertian Pengawasan Internal
sebagaimana telah disebutkan diatas, maka laporan tahunan mengenai pengawasan internal ini
dikhususkan pada jenis pengawasan melekat yang telah dilakukan oleh pimpinan Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh sepanjang tahun 2016, sedangkan pengawasan fungsional merupakan
kewenangan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Dalam melaksanakan pengawasan melekat, Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
selain melakukan pengawasan langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan pada bidang
kepaniteraan dan kesekretariatan secara mendadak (sidak) juga telah menunjuk Hakim Pengawas
Daerah (KIMWASDA) dan Hakim Pengawas Bidang (KIMWASBID), juga dapat dilakukan dengan
meminta laporan secara berkala (periodik) atau dapat juga berupa laporan khusus terhadap
permasalahan tertentu.

Dalam sistem pengawasan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor. Banda Aceh melakukan
pengawasan terhadap jalannya Peradilan pada semua perkara yang ditangani oleh Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya dengan tujuan agar
Peradilan yang diselenggarakan dengan cara seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas
Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara adapun metode pengawasan yang diterapkan dalam melakukan

pengawasan adalah sebagai berikut:
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. Inspeksi Mendadak (sidak)
Sistem ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tim yang ditunjuk untuk mengawasi
secara langsung jalannya Peradilan tanpa pemberitahuan sebelumnya, baik internal
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh maupun di Pengadilan Tingkat Pertama se Provinsi
Aceh.

. Pengawasan Secara Berkala
Pengadilan Tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara berkala/periodik
(setahun sekali) menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) dengan melibatkan

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dan Panitera/Sekretaris se Provinsi Aceh.

. Penanganan Pengaduan

Adanya pengaduan/laporan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda

Aceh ditindak lanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut:

 Meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan untuk mengadakan penelitian
dan pemeriksaan, serta melaporkan mengenai masalah yang diadukan tersebut kepada
Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh;

* Meminta keterangan atasan pejabat yang dilaporkan langsung melalui telepon;

*  Memanggil langsung pejabat yang dilaporkan untuk menghadap dan untuk diminta
keterangannya;

* Menunjuk Tim Pemeriksa khusus dari Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh ;

* Adapun jumlah pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada

tahun 2015 ini berjumlah 11 (empat belas) Pengaduan, dengan rincian sebagai berikut :

No Rekapitulasi Jumlah
1. Jumlah Pengaduan yang masuk dalam satu tahun terakhir 10
2. Jumlah Pengaduan yang sedang ditangani (termasuk yang didelegasikan 12

kepada Pengadilan Tk Pertama)

3. Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan kepada 9

Badan Pengawasan MA RI
4. Jumlah Sisa Pengaduan pada waktu berjalan 1

5. Jumlah Hakim dan Pegawai Non-Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin 2
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Pemeriksaan langsung oleh Tim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

Dalam hal-hal tertentu, Pengadilan Tinggi melaksanakan pemeriksaan langsung dengan
menunjuk tim pemeriksa yang diKetuai oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
atau oleh seorang Hakim Tinggi yang ditunjuk.

. Sosialisasi Konsep dan Program Pengawasan

Disamping penanganan pengaduan dan pemeriksaan langsung tersebut, Pengadilan Tinggi
juga melaksanakan sosialisasi konsep dan program pengawasan di wilayah hukum
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang diikuti oleh Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan
Negeri, Hakim Pengadilan Negeri, Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri se Provinsi Aceh Disamping untuk mencapai hal tersebut diatas, Ketua Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh juga telah menunjuk/mengangkat beberapa Hakim Tinggi
pengawas melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradilan dalam bidang teknis atau

administrasinya

HAKIM PENGAWAS BIDANG

ipikor Nomor : 266/SK/KPT-BNA/III/2016
Tanggal 7 Maret 2016

2 3 4
1. 1. Hj. LELIWATY, SH. MH Pembina Utama Bidang Pidana
NIP. 19600326 198512 2 001 Madya (1V/d)

2. 1.ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH. MH
NIP. 19560814 198203 1 009
2. ARDY DJOHAN, SH.
NIP. 19550806 198512 1 001

3. 1. WAHYONO, SH.
NIP. 19570218 198512 1 001

4. 1. HASMAYETTI, SH. M.Hum.
NIP. 19580618 198512 2 001

5. 1.INANG KASMAWATI, SH.
NIP. 19590502 198512 2 001

Pembina Utama
Madya (IV/d)
Pembina Utama
Madya (IV/d)

Pembina Utama
Madya (IV/d)

Pembina Utama
Madya (IV/d)

Pembina Utama
Madya (IV/d)
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6.

7.

8.

1. SYAIFONI, SH. M.Hum

NIP. 19600227 198603 1 005
Dibantu oleh :

MUHAMMAD HIBRIAN, SH.
NIP. 19780914 200312 1 002

1. Ny. PETRIYANTI, SH. MH.

NIP. 19591210 198503 2 002

Dibantu oleh :

HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, SH.

NIP.

1. MARATUA RAMBE, SH. MH.

NIP. 19581003 198512 1 001
Dibantu oleh :

BANDUNG SUHERMOYO, SH. M.Hum

NIP. 19610312 198803 1 002

Pembina Utama
Madya (IV/d)

Penata (lll/c)

Pembina Utama
Madya (IV/d)
Penata (l11/d)

Pembina Utama
Madya (1V/d)

Pembina Utama
Muda (1V/c)

Tanggal 4 April 2016

2

Hj. LELIWATY, SH. MH
NIP. 19600326 198512 2 001

1. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH. MH

NIP. 19560814 198203 1 009

2. ARDY DJOHAN, SH.

NIP. 19550806 198512 1 001
WAHYONO, SH.
NIP. 19570218 198512 1 001

HASMAYETTI, SH. M.Hum.
NIP. 19580618 198512 2 001

INANG KASMAWATI, SH.
NIP. 19590502 198512 2 001

SYAIFONI, SH. M.Hum
NIP. 19600227 198603 1 005

Ny. PETRIYANTI, SH. MH.
NIP. 19591210 198503 2 002

MARATUA RAMBE, SH. MH.
NIP. 19581003 198512 1 001

3
Pembina Utama
Madya (IV/d)

Pembina Utama
Madya (1V/d)
Pembina Utama
Madya (1V/d)
Pembina Utama
Madya (1V/d)

Pembina Utama
Madya (IV/d)

Pembina Utama
Madya (IV/d)

Pembina Utama
Madya (IV/d)

Pembina Utama

Madya (1V/d)

Pembina Utama
Madya (1V/d)
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Bidang Tata Usaha
dan Rumah Tangga

Bidang
Kepegawaian dan
Teknologi Informasi

Bidang Rencana
Program dan
Anggaran

ipikor Nomor : 484/SK/KPT-BNA/IV/2016

q
Bidang Pidana

Bidang Tipikor

Bidang Perdata

Bidang Hukum

Bidang Keuangan
dan Pelaporan

Bidang Tata Usaha
dan Rumah
Tangga

Bidang
Kepegawaian dan
Teknologi
Informasi

Bidang Rencana
Program dan
Anggaran



No.

1.

2

1. MASRIMAL, SH.

NIP. 19571112 198503 1 004

. Ny. IRDALINDA, SH. MH.

NIP. 19590314 198503 2 002

1. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH. MH

NIP. 19560814 198203 1 009

2. ARDY DJOHAN, SH.

NIP. 19550806 198512 1 001

. WAHYONO, SH.

NIP. 19570218 198512 1 001

. SIGID PURWOKO, SH. MH.

NIP. 19620528 198512 1 001

1. DIO SYUHADA, SH.

NIP. 19560727 198302 1 002

2. SUPRIYONO, SH.

NIP. 19590724 198612 1 001

INANG KASMAWATI, SH.
NIP. 19590502 198512 2 001

SYAIFONI, SH. M.Hum
NIP. 19600227 198603 1 005

Ny. PETRIYANTI, SH. MH.
NIP. 19591210 198503 2 002

MARATUA RAMBE, SH. MH.
NIP. 19581003 198512 1 001

SIGID PURWOKO, SH. MH.
NIP. 19620528 198512 1 001

Pangkat/Gol. Ruang

3

Pembina Utama
Madya (IV/d)

Pembina Utama
Madya (1V/d)

Pembina Utama
Madya (IV/d)

Pembina Utama
Madya (I1V/d)

Pembina Utama
Madya (IV/d)

Pembina Utama
Madya (IV/d)

Pembina Utama
Madya (IV/d)

Pembina Utama
Madya (1V/d)

Pembina Utama
Madya (IV/d)

Pembina Utama

Madya (IV/d)

Pembina Utama
Madya (1V/d)

Pembina Utama
Madya (1V/d)

Pembina Utama
Madya (1V/d)
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SK Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Nomor : 941/SK/KPT-BNA/X/2016|

Tanggal 4 Oktober 2016

Nama / NIP

Pengawas Bidang

4
Bidang idana

Bidang Tipikor

Bidang Perdata

Bidang Hkum

Bidang Keuangan
dan Pelaporan

Bidang Tata Usaha
dan Rumah
Tangga

Bidang
Kepegawaian dan
Teknologi
Informasi

Bidang Rencana
Program dan
Anggaran

Bidang Teknologi
Informasi
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HAKIM PENGAWAS DAERAH

SK Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Nomor : 267/SK/KPT-BNA/I11/2016
Tanggal 7 Maret 2016

No. Nama / NIP Daerah Pengawasan
1 2 3
1. 1. Ny. PETRIYANTI, SH. MH. 1. PN. Banda Aceh

NIP. 19591210 198503 2 002 2. PN. Jantho
2. WAHYONO, SH. 3. PN. Sabang
NIP. 19570218 198512 1 001 4. PN. Calang
2. 1. Hj. LELIWATY, SH. MH. 1. PN. Sigli
NIP. 19600326 198512 2 001 2. PN. Bireuen
3. PN. Lhokseumawe
2. MARATUA RAMBE, SH. MH. 4. PN. Lhoksukon
NIP. 19581003 198512 1 001
3. 1. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH. 1. PN.Idi
NIP. 19560814 198203 1 009 2. PN. Langsa

2. MARATUA RAMBE, SH. MH. 3. PN. Kualasimpang
NIP. 19581003 198512 1 001

4. | 2. HASMAYETTI, SH. M.Hum. 1. PN. Kutacane
NIP. 19580618 198512 2 001 2. PN. Blangkejeren
2. SYAIFONI, SH. M.Hum 3. PN. Takengon
NIP. 19600227 198603 1 005 4. PN. Simpang Tiga Redelong
5. | 1. ARDY DJOHAN, SH. 1. PN. Meulaboh
NIP. 19550806 198512 1 001 2. PN. Tapaktuan
2. INANG KASMAWATI, SH. 3. PN. Singkil
NIP. 19590502 198512 2 001 4. PN. Sinabang
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SK Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Nomor : 483/SK/KPT-BNA/IV/2016
Tanggal 21 April 2016

Nama / NIP Daerah Pengawasan
No.
1 2 3
1. 1. Ny. PETRIYANTI, SH. MH. 1. PN. Banda Aceh
NIP. 19591210 198503 2 002 2. PN. Jantho
2. WAHYONO, SH. 3. PN. Sabang
NIP. 19570218 198512 1 001 4. PN. Calang
2. 1. Hj. LELIWATY, SH. MH. 1. PN. Sigli
NIP. 19600326 198512 2 001 2. PN. Bireuen
2. MARATUA RAMBE, SH. MH. 3. PN. Lhokseumawe
NIP. 19581003 198512 1 001 4. PN. Lhoksukon

3. MASRIMAL, SH.
NIP. 19571112 198503 1 004

3. | 1. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH. 1. PN.Idi

NIP. 19560814 198203 1 009 2. PN. Langsa
2. MARATUA RAMBE, SH. MH. 3. PN. Kualasimpang
NIP. 19581003 198512 1 001
4, 1. HASMAYETTI, SH. M. Hum. 1. PN. Kutacane
NIP. 19580618 198512 2 001 2. PN. Blangkejeren
2. SYAIFONI, SH. M. Hum 3. PN. Takengon
NIP. 19600227 198603 1 005 4. PN. Simpang Tiga Redelong
5. | 1. ARDY DJOHAN, SH. 1. PN. Meulaboh
NIP. 19550806 198512 1 001 2. PN. Tapaktuan
2. INANG KASMAWATI, SH. 3. PN. Singkil
NIP. 19590502 198512 2 001 4. PN. Sinabang
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ipikor Nomor : 940/SK/KPT-BNA/X/2016)

Tanggal 4 Oktober 2016

Nama / NIP Daerah Pengawasan
No.
1 2 3
1. 1. Ny. PETRIYANTI, SH. MH. 1. PN. Banda Aceh
NIP. 19591210 198503 2 002 2. PN. Jantho
2. WAHYONO, SH. 3. PN. Sabang
NIP. 19570218 198512 1 001 4. PN. Calang
3. DIO SYUHADA, SH.
NIP. 19560727 198302 1 002
2. 1. MASRIMAL, SH. 1. PN.Sigli
NIP. 19571112 198503 1 004 2. PN. Bireuen
2. MARATUA RAMBE, SH. MH. 3. PN. Lhokseumawe
NIP. 19581003 198512 1 001 4. PN. Lhoksukon

3. Ny. IRDALINDA, SH. MH.
NIP. 19590314 198503 2 002
3. | 1. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH. 1. PN.Idi

NIP. 19560814 198203 1 009 2. PN.Langsa
2. SUPRIYONO, SH. 3. PN. Kualasimpang
NIP. 19590724 198612 1 001
4. | 1. SYAIFONI, SH. M. Hum 1. PN. Kutacane
NIP. 19600227 198603 1 005 2. PN. Blangkejeren
2. SIGID PURWOKO, SH. MH. 3. PN. Takengon
NIP. 19620528 198512 1 001 4. PN. Simpang Tiga Redelong
5. | 1. ARDY DJOHAN, SH. 1. PN. Meulaboh
NIP. 19550806 198512 1 001 2. PN. Tapaktuan
2. INANG KASMAWATI, SH. 3. PN. Singkil
NIP. 19590502 198512 2 001 4. PN. Sinabang

B. EVALUASI

Evaluasi
Pelaksanaan pekerjaan pada sub bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
untuk tahun 2016 pada umumnya sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, diantaranya
sebagai berikut:
1. Pengusulan kenaikan pangkat hakim, pegawai teknis dan‘ pegawai non tenis telah
diusulkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Regional XIlI
Aceh serta telah terealisasi.
2. Pengusulan Mutasi dan Jabatan telah diteruskan dan sebagian telah terealisasi
sebagaimana usulan dari Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh.
3. Kenaikan gaji berkala hakim dan pegawai telah dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk

tahun 2016 dan telah dibayarkan melalui melalui gaji pegawai.
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4. Pada tahun 2016, Kepegawaian Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah
melaksanakan sosialisasi pengisian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) baik untuk hakim
maupun pegawai dan merupakan kelanjutan tahun sebelum demi memperkuat kualitas dari
Pengisian SKP.

5. Sub. Bagian Kepegawaian bersama Tim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahun 2016

telah melakukan pembinaan kepegawaian terhadap beberapa pengadilan negeri.

Realisasi untuk satker yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh terdiri
dari 18 Satker Pengadilan Negeri. Untuk realisasi penyerapan anggaran tertinggi pada tahun 2016
adalah Satker Pengadilan Negeri Sigli dengan nilai realisasi sebesar 97.76% dari total nilai pagu

sebesar Rp. 6.408.392..000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pagu Dipa 005.01. Rp. 6.358.853.000,-
- Pagu Dipa 005.03. Rp. 49.539.000,-
- Total Pagu Rp. 6.408.392.000,-
- Realisasi Rp. 6.265.364.588,- (97.76%)
- Sisa Pagu Rp.  143.027.412,- (2.24%)

Sedangkan penyerapan realisasi anggaran terendah untuk tahun 2016 adalah Satker Pengadilan
Negeri Meulaboh dengan nilai realisasi sebesar 63.13% dari total nilai pagu sebesar Rp.
3.702.635.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pagu Dipa 005.01. Rp. 5.373.068.000,-
- Pagu Dipa 005.03. Rp. 34.215.000,-
- Total pagu Rp. 5.407.283.000,-
- Realisasi Rp. 3.422.913.664,- (63.30%)
- Sisa pagu Rp. 1.984.369.336,- (36.70%)

Untuk satker Pengadilan negeri lainnya rata-rata tingkat penyerapan anggaran sudah mencapai

90% keatas. Semoga penyerapan di tahun-tahun berikutnya akan lebih maksimal.

Perlu dipahami bahwa realisasi anggaran belanja sangat dipengaruhi kebijakan anggaran negara
beserta proses mutasi pegawai yang kadang kala mengurangi jumlah serapan anggaran pegawai

sehingga pada pelaporan akhir tahun mempengaruhi nilai realisasi anggaran secara keseluruhan.
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Hasil evaluasi keadaan perkara pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh untuk tahun 2016

terjadi peningkatan, baik perkara perdata dan perkara pidana, sedangkan untuk tindak pidana

korupsi, terjadi penurunan untuk perkara masuk dan terjadi peningkatan untuk perkara diputus

dengan rincian sebagai berikut :

PERDATA

Pada tahun 2016 masuk sejumlah 140 perkara dengan sisa tahun 2015 sejumlah 17 perkara
dan diputus pada tahun 2016 sejumlah 137 perkara, sedangkan pada tahun 2015 masuk
sejumlah 168 perkara dengan sisa tahun 2014 sejumlah 36 perkara dan diputus sejumlah 187
perkara, sehingga terjadi penurunan untuk perkara masuk yaitu sejumlah 28 perkara dengan
persentase 16,67 % dan untuk perkara diputus sejumlah 50 perkara dengan persentase 26,74
%.

PIDANA BIASA

Pada tahun 2016 masuk sejumlah 222 perkara dengan sisa tahun 2015 sejumlah 18 perkara
dan diputus pada tahun 2016 sejumlah 236 perkara, sedangkan pada tahun 2015 masuk
sejumlah 242 perkara dengan sisa tahun 2014 sejumlah 18 perkara dan diputus sejumlah 248
perkara, sehingga terjadi penurunan untuk perkara masuk yaitu sejumlah 20 perkara dengan
persentase 8,27 % dan untuk perkara diputus terjadi penurunan sejumlah 12 perkara dengan

persentase 4, 84 %.

PIDANA KHUSUS ANAK

Pada tahun 2016 masuk sejumlah 14 perkara dengan sisa tahun 2015 sejumlah O perkara
(nihil) dan diputus pada tahun 2016 sejumlah 14 perkara, sedangkan pada tahun 2015 masuk
sejumlah 30 perkara dengan sisa tahun 2014 sejumlah 1 perkara dan diputus sejumlah
31 perkara, sehingga terjadi penurunan yang signifikan baik untuk perkara masuk maupun
perkara diputus yaitu untuk perkara masuk sejumlah 16 perkara dengan persentase 53,34 %

dan untuk perkara diputus sejumlah 17 perkara dengan persentase 54 ,84 %.

TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada tahun 2016 masuk sejumlah 27 perkara dengan sisa tahun 2015 sejumlah 3 perkara dan
diputus pada tahun 2016 sejumlah 29 perkara, sedangkan pada tahun 2015 masuk sejumlah
30 perkara dengan sisa tahun 2014 sejumlah 3 perkara dan diputus sejumlah 30 perkara,
sehingga terjadi penurunan untuk perkara masuk yaitu sejumlah 3 perkara dengan persentase

11,12 % dan untuk perkara diputus terjadi peningkatan sejumlah 1 perkara dengan persentase
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BAB Y

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Dengan dibuatnya OUTLINE Pelaporan Tahunan ini, dapat memberikan gambaran secara
umum kondisi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan masing-masing Satuan Kerja di daerah
dalam tahun 2016. Dalam laporan ini juga akan terungkap masalah-masalah Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh beserta Pengadilan Negeri Se-Aceh dalam tahun 2016, yang antara
lain :

« Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan baik secara kuantitas melalui jalur penerimaan
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimana masih banyak satuan kerja (Pengadilan Negeri)
yang kekurangan SDM, agar tidak terjadi lagi seringnya keterlambatan pengiriman laporan ke
Pengadilan Tinggi dan secara kualitas juga masih menjadi keluhan dikarenakan kurangnya
pelatihan dalam pengelolaan di bidang administrasi Peradilan dan administrasi umum.

» Penyediaan ketersediaan sarana dan prasarana gedung melaui pembangunan infrastruktur
juga masih menjadi kendala krusial, masih ditemukan gedung kantor yang jauh dari layak
sebagai badan Peradilan yang agung Ketersediaan rumah dinas juga tidak sebanding dengan
jumlah para Hakim dan pejabat struktural dan ketidaklayakan rumah dinas juga menjadi
kendala.

 Penyediaan ketersediaan kendaraan operasional roda-4 di satuan kerja juga perlu
diperhatikan, hal ini dikarenakan kondisi geografis dari wilayah Banda Aceh yang dapat
ditempuh melalui jalur darat sehingga ketersediaan kendaraan operasional menjadi sangat
penting sehingga cost perjalanan dari daerah ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dapat
dihemat.

« Dalam penyelesaian perkara telah mendapatkan kemajuan yang sangat pesat, dimana
minutasi perkara yang cepat, kesamaan dalam format putusan dan berita cara persidangan
sudah dicanangkan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh di tahun 2016 ini
dapat berjalalan dengan baik.

e Upaya pengawasan internal juga semakin ditingkatkan dengan membuka media meja
pengaduan dan seluruh pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti baik itu meneruskannya
ke Mahkamah Agung maupun melalukan pemeriksaan, yang pada akhirnya hasil akhir dari
adanya pengawasan adalah tidak adanya pengaduan dari masyarakat terhadap personil
lembaga Peradilan dan meingkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga Peradilan.
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B. REKOMENDASI

« Jumlah pegawai Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan seluruh satuan kena
dibawahnya perlu ditambah sesuai dengan kebutuhan beban kerja di tiap-tiap satuan kerja,
khususnya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai koordinator wilayah masih
dirasa kurang upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia baik untuk
pengelolaan administrasi peradilan dan administrasi umum juga perlu ada pelatihan-
pelatihan yang secara terus menerus, dimana pelatihan dapat dilakukan cleh Mahkamah
Agung maupun Pengadilan Tinggi dengan penambahan alokasi anggaran untuk
melaksanakan kegiatan tersebut.

e Diperlukan kewenangan yang diberikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dalam
mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), khususnya untuk Golongan | Hal ini
sebagal upaya dari Pengadilan Tinggi untuk dapat mengangkat tenaga honorer yang
bekerja sebagai tenaga sopir, pramubakti, pramusaji dan satpam dengan perimbangan
masa kerja di atas 5 (lima) tahun.

s Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana gedung dirasa sangat diperiukan, dimana antara kebutuhan
penyediaan hal tersebut harus seimbang dengan ketersediaan anggaran Pada tiap
tahunnya terjadi pengurangan alokasi anggaran yang cukup signifikan yang berakibat pada
berkurangnya pengalokssian penyediaan sarana infrastruktur padahal sarana dan
prasarana gedung merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan badan
Peradilan yang agung.

« Pembatasan terhadap penyediaan kendaraan operasional roda-4 juga menjadi kendala
dalam pemenuhan sarana penunjang menjadi kendala tersendiri bagi satuan kena,
walaupun tidak berpengaruh secara signifikan akan tetapi upaya peningkatan kinerja akan
terpenuhi jika fasilitas pendukung tersebut dapat terpenubhi.

« Penganggaran untuk biaya pelatihan dan ujian sertifikasi juga dipedukan sebagai upaya
mendukung percepatan dan pemenuhan realisasi anggaran khususnya di belanja modal.

Demikian Laporan Tahun 2016 Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh kami perbuat semoga
dapat memberi manfaat dan informasi yang berguna akan gambaran dan kinerja warga
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Pengadilan Negen Se-propinsi Aceh.

A, 9 Januari 2017
Ketug Pengadilan\ERggi/Tipikor Banda Aceh.
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Lampiran BAB Il KEADAAN PERKARA
Huruf C Deskripsi Perkara Yang Ditangani Pengadilan

REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS
PADA PENGADILAN TK PERTAMA & TK BANDING TAHUN 2014
PROVINSI ACEH

30 | 29 | 1 | 157 | 137

1. | PToadsAcsh | 254 | 250 | 4 20| 16
2. | PNBandsAcsh | 382 | 318 | 64 | 77 52 | 25 | 69 47 | 22 18
3. | PNLhokssumawe | 278 | 234 | 44 SR Hires : 54 3¢ | 20 11
4 PN Birauen 319 303 16 - - - 21 11 10 5
5. | PNLangsa 343 | 295 | 48 ; ; : 14 6 7 4
6. | PN Sabang 55 9 | 6 ; e i 9 0 4
7. | PNCalang o1 g1 | 8 : : A 2 5
8. | PN Tapaktuan 157 | 137 | 20 - - - 3 4
9. | PN Singkl 137 | 123 | 14 ; : g 17 13 | 4 4
10, | PN Meulaboh 274 248 16 - - - 25 20 5 4
11. | PN Sinabang 60 43 | 17 : 3 . 13 T 4 E
12. | PNsigh 424 | 390 | 34 . £ g 32 22 | 10 i 3
13. | PN Lhoksukon 421 | 365 | 56 : A - 34 29 | 5 5
18, | PNId 350 | 3 | 8 | - S i Ca G i T 6
15. | PN Takengon 223 | 203 | 20 = 8 S 30 22 | 8 5
16. | PN Biangkeferen 85 ™ [ ¢ 3 : 2 2 2 0 4
17. | PN Kutacane 265 | 233 | 32 ; ; = 17 10 | 7 5
18, | PNKuaiaSimpang | 415 | 335 | 80 : ; : 10 3 7 7
19. | PN Jantho 298 247 51 - - - 25 13 12 5
PN Simpang Tiga 3 F 3
20 i 81 70 | 13 8 5 3 | 4

Banda Aceh, 9Januari 2017
Pengadilan Tinggl/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H. : A
NIP : 19620616 198503 1
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Lampiran BAB Il KEADAAN PERKARA
Huruf C Deskripsi Perkara Yang Ditangani Pengadilan

REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI
PADA PENGADILAN TK PERTAMA & TK BANDING TAHUN 2016
PROVINSI ACEH

PT Banda Aceh %0 | 242 | 8 | 29 | 29

i P .-I.'_-

8
2. | PN Banda Aceh 318 307 |11 | 52 a8 | 4 47 45 2 25
3. | PNLhokseumawe | 234 232 2 . - - 34 33 1 8
4. | PN Bireuen 303 267 | 36 : - - 18 18 0 9
5. | PNLangsa 295 | 277 | 18| - g i 8 8 0 | 11
6. | PN Sabang 49 a7 2 - - - g 9 0 4
7. | PN Calang 83 75 8 - - i 6 4 2 5 3
8. | PN Tapakiuan 137 131 | 6 ; AL = 6 6 0 4
9. | PN Singki 123 123 0 : : Q 13 13 0 4
10. | PN Meulaboh 28 | 212 |38 | T 30 19 i
11. | PN Sinabang 43 41 2 . - . 6 6 0 6
12. | PN Sigli 355 351 4 = - i 20 18 | 2 12
13. | PN Lhoksukon 365 365 0 - - - 29 2 | 0 7
14, | PN 322 | 322 | : = 18 18 0o | 4
15. | PN Takengon 203 | 203 | o 22 18 R s
16. | PN Blangkejeren 79 - T (0 o S s 2 2 D 8
17. | PN Kutacane 233 207 26 - - - 10 10 0 7
18. | PN Kuala Simpang 335 335 1 - - - 3 2 1 7
19. | PN Jantho 247 212 | 35 > = : 13 7 6 14
20 mng Ten 70 69 3 - - . 5 a4 1 4
sngetahui : Banda Aceh, 9 Januari 2017
(/- pengad ggiTipikor Banda Aceh Pengadilan Tinggi/Tiplkor Banda Aceh

Fanitera

[ A r
L R (L . .
b v A wﬁ ¥

- ..r::_

“NiP-+19510806 197304 1 001 NIP : 19620616 198503 1 006

=
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Lampiran BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
Huruf C Pengelolaan Keuangan

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI {00501011066) PADA
PENGADILAN TK PERTAMA & TK BANDING
PROVINSI ACEH

5

SATUAN KERJA PAGU REALISASI SISA KET

B s s R ST AT R N e (S Ve T
PTBandaAcsh 13.205.868.000 12.699.488.728 506.379.272
| PN Banda Aceh - - 11.848.760.000 10.634586.708 | 1214173202 |
PhJantho T 4.345,069.000 3.363,806.301 981.262.699
| PNSabang :  2840.177.000 | 1820600889 | 1.019.576.111|
PN Sigh 3575813000 3442197888 | 133615412 | i
PNEew | 20208000 | 2sesmerai| ANz
PNTakengon 2.447.277.000 2276586015 |  170.690.985 T
PUiokseumawe | 4675583000 ASOTB738AS| 173703180
PN Lhoksukon 3.612.457.000 2.530.909.570 1.081.547.430
NG| 33%EToN| | 2804Zi606T| | 56166089
1. | PNLangsa 4.016.806.000 2.706.767.361 1.311.038.639
13. | PN Blangkejeren 2.157.122.000 2.076.502.291 80.619.709 | ’
e PNKameae | G26Si0N0|  Z7LiA0E8|  eBEOLIZ
15. | PN Singki 2600,014.000 2274702266 | 325311734
6 [PNSnabang | 2057398000| 1942218181 1154798f9
17. | PNTapakuan 2,097.256.000 1880.780.135 | 216,475,865
18| PNWeuaboh | 4550968000 | 2570867967 | 1980430013
19, | PN Calang 3.135.200.000 2181069797 | 954.140.203
' 1692060000 1126394276 | BesevAizd

a F:F; o h LA S o T

T 82387.898.000 | 68.851.368.967 | 13.536.529.033

3 Banda Aceh, 9 Januari 2017
gi/Tipikor Banda Aceh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
it Sekretaris
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REKAPITULASI BELANJA BARANG OPERASIONAL
PADA PENGADILAN TK PERTAMA & TK BANDING
PROVINSI ACEH

SATUAN KERJA

PAGU

REALISASI

SISA

KET

T

IS

4,

&

1 PT Banda Aceh

1,318.896.000 |

1.318.431.108

464,892

Pﬂhﬂd&ﬁﬁh

1,238572.967

5767.033 |

PN Jantho

608.429.000

603.274.892

5.154.108

'Fﬂﬁm

£00.183.000 |

572873000 |

| PN Sigi

646,800,000

645,867,000

933.000 |

6ibisRasT |

12121381

F‘N faits;ngnﬁ

590.564.000

482,239,100

108.324.900

_PHLhﬂmatmm

713,546,000

TGRS

. ATT98%

PN erksuk{m

552.000,000 |

539.778.079

12.221.921

_’#PFH'QF-& “ —--§|

PG

ATIBEEE0

- 36864500

b
e
"

| PN Langsa :

513.201.000 |

493.759.008

13441992 |

S

620,026,000

596520255

—
&

PN Eﬁangke{eran

437,260.000

436.928.586

331.414

e Y =

=

| PN Kutacane

565,975,000

e

!_; .

PN Singkil

507,975,000

498,589,137

9,385,863

16.

PNSinabang

2047000

PN Tapaktuan

376.580.000

376,580,000

10.000

PN Calang

472.104.000

462.566.156

9,537,844 |

FN Simﬁuﬂuﬂ

- 63ga54E2 |

12.460.824.000

~12.069.665.610

391.158.390

Banda Aceh, 9 Januari 2017

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
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REKAPITULAS| BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
PADA PENGADILAN TK PERTAMA & TK BANDING
PROVINSI ACEH

NO

SATUAN KERJA

PAGU

REALISASI

SISA

KET

Ty

P L

.s,l

PT Banda Aceh

924.917.000

523,805,650

1.091.350 |

PN Banda Aceh

149,343,000

T asAmATy |

3.904.521

PN Jantho

56.300.000

51,194,873 |

5105427 |

T PNSabang

0

&

PN Sigh

25.240.000

25.240.000

0

| PN Bireueun

- 39.641.000

ol

PNTakengon

87.945.000

 74.642.000

13.303.000 |

~ 678.918.000

PN Lhoksukon

60,950.000 |

60.675.000

275,000

PNidi

1502

PN Langs'a 3

74.416.000

74.416.000

0

PN Kuala Simpang

80.600.000

7A5TI29

BT

PN Blangkejeren

102,260,000

102.230.000

30,000

= ;ﬁ = 5 ® = --l___?-li_] ol w e N --..-,E-_L

87.898.588

R L

PN Singkil

67.930.000

67.548.100

381.900

PN Tapaktuan

75.840.000

79.633.910 |

6,090

| Ph Meutaboh ;.. ..

- 63.370.000

PN Calang

92.180.000

92.030.200

159.800

3

. | PNSmpangTigaRedslong | 0
T 1,919.226.000

1885.342.665  33.883.335

Banda Aceh, @ Januari 2017
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Sekretaris
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Lampiran BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
Huruf C Pengelolaan Keuangan

REKAPITULASI BELANJA MODAL
PADA PENGADILAN TK PERTAMA & TK BANDING

PROVINSI ACEH

-
o

SATUAN KERJA

PAGU

REALISASI

SISA

KET

B

3

5

PT Banda Aceh

779.000.000 |

778.180.000

810.000

PNBandaAceh

~ 810.000.000

P.N.Jamho

1.186.000.000 |

1.182.496.455

3.603.545

PN Sabang

1156.000.000

156.000.000 .

Rl

SR 0

PN Sigl

2.111.000.000

2.107.604.000

3.396.000

- 386,000,000

385,150,000

'mm i 3

PN Takengon

~7.246,000,000

7.226.612.000

19,388,000 |

~ 423.000.000

. "‘l'ﬁfﬁm

W e =~ o on M| o R - =

PN Lhoksukon

mu&ﬁuﬂuum'

10,084.525.000

1475.000

Sl
=

1222634000

19275000 |

PN Langsa

e
i

261.000.000

260.850.000 |

150,000

®

86,000,000

PN Blangkejeren

e
L]

186 000 000 |

185.760.000 |

240000 |

N

) Fﬁﬁmm

1106.000.000

- 1102103426

'm&’#-

=
L4

PN Singkil

315,000,000

314.595.000

405.000

B
Ll

" PNSinabang

e

e
-

PN Tapaktuan

3.711.800.000

3.156.190.625

555.600.375

o
o

| PN Meuiaboh

0

=
w

PN Calang

~273.500.000

273.491.000

9.000

20 | PNSmpangTiga

1.129.755.000.000 |

1125574000

4.181.000 |

"~ 31.665.964.000

31.210.875.506

~ 455.088,494

! -."' 1!?3041111}1

Banda Aceh, 9 Januari 2017
Pengadilan Tinggi/T lpllmr Banda Aceh

NIP : 19620415 198903 1 004
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REKAPITULASI BELANJA PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM
PADA PENGADILAN TK PERTAMA & TK BANDING

PROVINSI ACEH
NO | SATUAN KERJA PAGU REALISASI SISA KET
it 2 L RS 4 | 5 6
1| PTBanda Acen 201.167.000 | 201.049.300 117,700
"2z | PNBandahesh “197.021.000 193.420.100 3600900 | -
3| PN Jantho 27635,000 25,283,000 2,342,000
E & .Pﬂsabang_ ~ 36.445.000 35,725.000 720.000 | _
5 | PN Sigi 49.539.000 44,456,000 5,083,000
6 | PNBirevsun . 72.350.000 | 48.000.000 23350.000 |
T 7 | PN Takengon 33050000 | 30,0000 3.050.000 |
8| PNLhokseumawe 109.925.000 107.966.390 | 1958 610
9 | PNLhoksukon 53,210,000 50,997,226 | 2212774 By
PN 48000000 |  46942500| @ 1.067.500 |
M | PNLangsa 42.270.000 | 38.179.910 4090 090
12| PNKuslaSimpang 65.746,000 544766911 1269300
43 | PNBlangkejeren 24,685,000 20.001.750 | 2683 250
14 PNKutacane 95.955.000 95.955.000 0] i
45 | PN Singii 56.186.000 52,579,000 3. 607. 000 !
16 | PN Sinabang - 27.983.000 27.936.000 47.000 | |
17| PN Tapaktuan "~ §3.385.000 34.590.000 28. 795,000 |
18 | PNMeulaboh - 34.215,000 31.000.000 3215000
18 | PNCalang 63.530.000 45.041.186 18488 814
20 | PNSimpang Tiga - - 25.250.000 - 25216.040 | 33.960°
TOTAL 1.317.547.000 1.211.825.003 105.721. 907
Gt Banda Aceh, 9 Januari 2017
f BNC 'akor Banda Aceh Pengadilan Tinggi/T lplkﬂr Banda Aceh
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